o DEFINISI

Responsible Al adalah
pendekatan untuk merancang,
mengembangkan, menggunakan,
dan mengawasi sistem Al agar
adil, aman, transparan, akuntabel,
menghormati privasi, serta
selaras dengan nilai manusia
dan tujuan organisasi.
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Abstrak

Responsible Al atau kecerdasan buatan yang bertanggung jawab merupakan pendekatan multidisipliner
untuk memastikan bahwa sistem Al dirancang, dikembangkan, diterapkan, digunakan, diawasi, dan
dihentikan secara selaras dengan tujuan manusia, nilai etika, kepentingan organisasi, hak-hak individu,
keselamatan, keamanan, serta tuntutan hukum dan sosial. Responsible Al bukan sekadar daftar prinsip moral
dan bukan pula fitur teknis tunggal. la adalah sistem tata kelola sosio-teknis yang menghubungkan strategi,
data, model, teknologi, proses bisnis, manusia, struktur insentif, regulasi, audit, dan mekanisme akuntabilitas
sepanjang siklus hidup Al. Artikel ini menjelaskan secara komprehensif fondasi Responsible Al, termasuk
validitas dan reliabilitas, fairness dan pengelolaan bias, transparansi, explainability dan interpretability,
privacy, security, safety, robustness dan resilience, accountability, contestability, human oversight, serta
inklusivitas. Pembahasan kemudian mengembangkan cara operasional menerapkan Responsible Al melalui
governance, risk classification, impact assessment, data governance, model risk management,
documentation, testing, red-teaming, monitoring, incident management, audit, procurement, dan
pengendalian pihak ketiga. Perhatian khusus diberikan pada Generative Al dan agentic Al, karena kemampuan
sistem generatif untuk menghasilkan konten, menggunakan alat, dan mengambil tindakan menimbulkan
kategori risiko baru seperti hallucination, promptinjection, data leakage, misinformation, autonomous action,
dan cascading failure. Artikel juga menghubungkan Responsible Al dengan konteks bisnis dan manajemen,
termasuk peran dewan, pimpinan, fungsi risiko, SDM, pemasaran, keuangan, operasi, pendidikan, kesehatan,
serta sektor publik. Kesimpulan utama adalah bahwa Responsible Al harus diperlakukan sebagai kemampuan
organisasi: bukan penghambat inovasi, melainkan mekanisme untuk membuat inovasi Al lebih terpercaya,
terukur, aman, dapat diaudit, dan berkelanjutan.

Kata Kunci

Responsible Al; Trustworthy Al; Al Governance; Al Risk Management; fairness; bias; transparency;
explainability; privacy; safety; security; accountability; human oversight; Generative Al; Agentic Al; Al audit;
model risk management.
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Catatan Konseptual

Dalam literatur dan praktik, istilah Responsible Al, Trustworthy Al, Ethical Al, Safe Al, dan Human-
Centered Al sering beririsan tetapi tidak sepenuhnya identik. Artikel ini menggunakan Responsible Al sebagai
istilah payung yang mencakup prinsip normatif sekaligus mekanisme operasional. Trustworthiness
diperlakukan sebagai kualitas yang ingin dicapai oleh sistem dan institusi; governance sebagai struktur
pengarah; risk management sebagai proses untuk mengidentifikasi, mengukur, merespons, dan memantau
risiko; sedangkan ethics menyediakan landasan nilai untuk menentukan apa yang seharusnya dilindungi dan
dipromosikan.

Daftar Isi
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. Mengapa Responsible Al Menjadi Isu Strategis
. Definisi Responsible Al dan Batas Konsepnya
. Al sebagai Sistem Sosio-Teknis

. Dari Ethical Al ke Operational Responsible Al

. Prinsip Validitas dan Reliabilitas

. Fairness dan Pengelolaan Bias

. Transparansi

. Explainability dan Interpretability
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. Privacy dan Data Protection
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. Safety, Security, Robustness, dan Resilience

11. Accountability dan Responsibility

12. Human Oversight dan Meaningful Human Control
13. Contestability, Redress, dan Hak untuk Menggugat
14. Inklusivitas, Accessibility, dan Dampak Sosial

15. Al Risk Management

16. Kerangka NIST Al RMF: Govern, Map, Measure, Manage
17. Regulasi dan Standar Responsible Al

18. Al Governance dalam Organisasi

19. Peran Dewan, Pimpinan, dan Three Lines Model
20. Al Policy, Standards, dan Controls

21. Al Inventory dan Risk Classification

22. Al Impact Assessment

23. Data Governance untuk Responsible Al

24. Model Risk Management dan Validation

25. Documentation: Model Cards, Datasheets, dan System Cards
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Testing, Red-Teaming, dan Al Assurance

Monitoring, Drift, Incident Management, dan Post-Deployment Control

Responsible Generative Al

Responsible Agentic Al

Responsible Al dalam HR dan People Analytics
Responsible Al dalam Pemasaran dan Customer Analytics
Responsible Al dalam Keuangan, Kredit, dan Fraud
Responsible Al dalam Operasi, Supply Chain, dan Industri
Responsible Al dalam Kesehatan dan Pelayanan Publik
Responsible Al dalam Pendidikan

Procurement, Vendor, dan Third-Party Al Risk

Audit Responsible Al dan Maturity Model

Responsible Al sebagai Sumber Keunggulan Kompetitif

Kompetensi Responsible Al untuk Mahasiswa dan Pemimpin
Masa Depan Responsible Al: Dari Compliance ke Responsible Innovation
Studi Kasus Integratif: Implementasi Responsible Al di Organisasi

Penutup: Al yang Bertanggung Jawab sebagai Kontrak Sosial Digital
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1. Mengapa Responsible Al Menjadi Isu Strategis

Pertumbuhan kemampuan Al memperbesar manfaat sekaligus memperluas skala, kecepatan, dan
kedalaman dampaknya. Keputusan yang dahulu dibuat oleh sejumlah kecil manusia kini dapat diotomatisasi
dan diterapkan kepada jutaan orang dalam hitungan detik. Sebuah sistem rekomendasi dapat meningkatkan
efisiensi bisnis, tetapi kesalahan desain juga dapat mengarahkan perhatian pengguna, mempersempit
pilihan, atau memperkuat pola yang tidak diinginkan. Tema mengapa responsible ai menjadi isu strategis
penting karena keputusan mengenai Al selalu memuat asumsi tentang apa yang dianggap bernilai, apa yang
dianggap risiko, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan. Karena itu, Responsible Al
tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan formal; ia harus membentuk cara organisasi merancang,
mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Skala keputusan. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui hubungan
antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari performa model,
karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak proporsional atau
ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi harus
menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi. Dalam
kaitannya dengan skala keputusan, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan
ke dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator
teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut
cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan skala keputusan juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam skala keputusan, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
skala keputusan, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Asimetri informasi. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi
metrik, test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
asimetri informasi, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan asimetri informasi juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam asimetri informasi, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
asimetri informasi, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Risiko reputasi. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah persoalan
decision rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui penggunaan
Al, siapa yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan siapa yang
memiliki wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak merasa
terlibat tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan risiko reputasi,
perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai
dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial
yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan
insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan risiko reputasi juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam risiko reputasi, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
risiko reputasi, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Kepercayaan publik. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi harus
diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu memiliki
solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off terlihat,
terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan
kepercayaan publik, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
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proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan kepercayaan publik juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam kepercayaan publik, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yangtidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
kepercayaan publik, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan mengapa responsible ai menjadi isu strategis menunjukkan bahwa
kualitas Responsible Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas keputusan
manusia, dan lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko, melainkan
sistem yang risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional, dimonitor setelah
digunakan, dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks mengapa
responsible ai menjadi isu strategis.

o |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

1. Siapayang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait
mengapa responsible ai menjadi isu strategis?

2. Apakahindikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy yang
mudah diukur?

3. Apakegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

>

Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran sistem?
5. Bukti apayang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai bahwa
kontrol benar-benar bekerja?
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2. Definisi Responsible Al dan Batas Konsepnya

Responsible Al adalah pendekatan untuk memastikan Al dikembangkan dan digunakan secara selaras
dengan nilai manusia, tujuan yang sah, batas risiko yang dapat diterima, serta mekanisme akuntabilitas yang
jelas. Organisasi yang hanya memiliki deklarasi etika tanpa kontrol teknis, proses persetujuan, monitoring,
dan jalur eskalasi belum dapat dikatakan telah mengoperasionalkan Responsible Al. Tema definisi
responsible ai dan batas konsepnya penting karena keputusan mengenai Al selalu memuat asumsi tentang
apa yang dianggap bernilai, apa yang dianggap risiko, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil
tindakan. Karena itu, Responsible Al tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan formal; ia harus membentuk
cara organisasi merancang, mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Prinsip versus praktik. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui
hubungan antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari
performa model, karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak
proporsional atau ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi
harus menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi.
Dalam kaitannya dengan prinsip versus praktik, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang
diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder.
Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah
proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan prinsip versus praktik juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
‘aman’, 'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam prinsip versus praktik, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
prinsip versus praktik, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Trustworthiness. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi
metrik, test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
trustworthiness, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan trustworthiness juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
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keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam trustworthiness, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
trustworthiness, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Ethics dan compliance. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah
persoalan decision rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui
penggunaan Al, siapa yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan
siapa yang memiliki wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak
merasa terlibat tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan ethics
dan compliance, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan ethics dan compliance juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
‘aman’, 'adil', atau 'transparan’' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam ethics dan compliance, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
ethics dan compliance, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Governance dan assurance. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau
akurasi harus diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak
selalu memiliki solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-
off terlihat, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan
governance dan assurance, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam
sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis
menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid
dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan governance dan assurance juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
‘aman’, 'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam governance dan assurance, peningkatan satu atribut
kadang mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
governance dan assurance, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan definisi responsible ai dan batas konsepnya menunjukkan bahwa kualitas
Responsible Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas keputusan
manusia, dan lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko, melainkan
sistem yang risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional, dimonitor setelah
digunakan, dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks definisi
responsible ai dan batas konsepnya.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

6. Siapayang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait
definisi responsible ai dan batas konsepnya?

7. Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy yang
mudah diukur?

8. Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

9. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran sistem?

10. Bukti apa yang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai bahwa
kontrol benar-benar bekerja?
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3. Al sebagai Sistem Sosio-Teknis

Al tidak pernah berdiri sendiri sebagai model matematis; ia berada dalam jaringan manusia, data,
institusi, proses kerja, insentif, perangkat keras, perangkat lunak, dan aturan. Model yang akurat di
laboratorium dapat menghasilkan dampak buruk bila dimasukkan ke proses bisnis dengan insentif yang keliru
atau digunakan oleh pengguna yang tidak memahami keterbatasannya. Tema ai sebagai sistem sosio-teknis
penting karena keputusan mengenai Al selalu memuat asumsi tentang apa yang dianggap bernilai, apa yang
dianggap risiko, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan. Karena itu, Responsible Al
tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan formal; ia harus membentuk cara organisasi merancang,
mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Aktor dan peran. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui hubungan
antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari performa model,
karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak proporsional atau
ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi harus
menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi. Dalam
kaitannya dengan aktor dan peran, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke
dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator
teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut
cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan aktor dan peran juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam aktor dan peran, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
aktor dan peran, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Konteks penggunaan. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi
metrik, test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
konteks penggunaan, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam
sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis
menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid
dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan konteks penggunaan juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
'aman’, 'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
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catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam konteks penggunaan, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
konteks penggunaan, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Human-ai interaction. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah
persoalan decision rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui
penggunaan Al, siapa yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan
siapa yang memiliki wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak
merasa terlibat tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan human-
Al interaction, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan human-Al interaction juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
‘aman’, 'adil', atau 'transparan’' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam human-Al interaction, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
human-Al interaction, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Dampak sistemik. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi harus
diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu memiliki
solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off terlihat,
terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan dampak
sistemik, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan dampak sistemik juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam dampak sistemik, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
dampak sistemik, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan ai sebagai sistem sosio-teknis menunjukkan bahwa kualitas Responsible
Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas keputusan manusia, dan
lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko, melainkan sistem yang
risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional, dimonitor setelah digunakan,
dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks ai sebagai
sistem sosio-teknis.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

11. Siapa yang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait ai
sebagai sistem sosio-teknis?

12. Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy yang
mudah diukur?

13. Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

14. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran sistem?

15. Bukti apa yang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai bahwa
kontrol benar-benar bekerja?
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4. Dari Ethical Al ke Operational Responsible Al

Perjalanan dari prinsip ke praktik membutuhkan penerjemahan nilai abstrak menjadi keputusan desain,
pengukuran, kontrol, dan bukti yang dapat diaudit. Prinsip fairness menjadi operasional ketika organisasi
menentukan kelompok yang relevan, metrik yang digunakan, threshold, toleransi, dan tindakan korektif bila
hasil menyimpang. Tema dari ethical ai ke operational responsible ai penting karena keputusan mengenai Al
selalu memuat asumsi tentang apa yang dianggap bernilai, apa yang dianggap risiko, dan siapa yang memiliki
kewenangan untuk mengambil tindakan. Karena itu, Responsible Al tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan
formal; ia harus membentuk cara organisasi merancang, mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi
sistem.

Landasan Konseptual - Principle-to-practice gap. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui
hubungan antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari
performa model, karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak
proporsional atau ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi
harus menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi.
Dalam kaitannya dengan principle-to-practice gap, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang
diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder.
Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah
proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan principle-to-practice gap juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
‘aman’, 'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam principle-to-practice gap, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
principle-to-practice gap, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Control design. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi metrik,
test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
control design, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan control design juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
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keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam control design, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
control design, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Evidence dan assurance. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah
persoalan decision rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui
penggunaan Al, siapa yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan
siapa yang memiliki wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak
merasa terlibat tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan
evidence dan assurance, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam
sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis
menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid
dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan evidence dan assurance juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
‘aman’, 'adil', atau 'transparan’' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam evidence dan assurance, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
evidence dan assurance, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Continuous improvement. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi
harus diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu
memiliki solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off
terlihat, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan
continuous improvement, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam
sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis
menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid
dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan continuous improvement juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
‘aman’, 'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam continuous improvement, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
continuous improvement, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan dari ethical ai ke operational responsible ai menunjukkan bahwa kualitas
Responsible Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas keputusan
manusia, dan lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko, melainkan
sistem yang risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional, dimonitor setelah
digunakan, dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks dari ethical ai
ke operational responsible ai.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

16. Siapa yang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait dari
ethical ai ke operational responsible ai?

17. Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy yang
mudah diukur?

18. Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

19. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran sistem?

20. Bukti apa yang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai bahwa
kontrol benar-benar bekerja?
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5. Prinsip Validitas dan Reliabilitas

Validitas berkaitan dengan apakah sistem benar-benar mengukur atau memprediksi hal yang dimaksud,
sedangkan reliabilitas berkaitan dengan konsistensi performa dalam kondisi yang relevan. Skor kinerja yang
secara teknis konsisten belum tentu valid bila indikatornya tidak mewakili kualitas kerja yang sebenarnya.
Tema prinsip validitas dan reliabilitas penting karena keputusan mengenai Al selalu memuat asumsi tentang
apa yang dianggap bernilai, apa yang dianggap risiko, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil
tindakan. Karena itu, Responsible Al tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan formal; ia harus membentuk
cara organisasi merancang, mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Construct validity. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui hubungan
antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari performa model,
karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak proporsional atau
ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi harus
menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi. Dalam
kaitannya dengan construct validity, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan
ke dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator
teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut
cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan construct validity juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam construct validity, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
construct validity, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Generalization. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi metrik,
test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
generalization, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan generalization juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
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risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam generalization, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
generalization, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Calibration. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah persoalan decision
rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui penggunaan Al, siapa
yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan siapa yang memiliki
wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak merasa terlibat
tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan calibration, perhatian
utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai dengan
tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang
lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif
yang tidak diinginkan.

Pengelolaan calibration juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam calibration, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
calibration, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Reliability over time. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi harus
diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu memiliki
solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off terlihat,
terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan reliability
over time, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan reliability over time juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam reliability over time, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
reliability over time, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan prinsip validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa kualitas Responsible
Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas keputusan manusia, dan
lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko, melainkan sistem yang
risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional, dimonitor setelah digunakan,
dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks prinsip
validitas dan reliabilitas.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

21. Siapa yang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait prinsip
validitas dan reliabilitas?

22. Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy yang
mudah diukur?

23. Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

24. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran sistem?

25. Bukti apa yang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai bahwa
kontrol benar-benar bekerja?
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6. Fairness dan Pengelolaan Bias

Fairness menuntut identifikasi serta pengelolaan ketidakadilan yang dapat muncul dari data, label,
sampling, representasi, objective function, deployment, atau feedback loop. Menghapus atribut sensitif dari
dataset tidak otomatis menghilangkan bias karena variabel lain dapat bertindak sebagai proxy. Tema fairness
dan pengelolaan bias penting karena keputusan mengenai Al selalu memuat asumsi tentang apa yang
dianggap bernilai, apa yang dianggap risiko, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan.
Karena itu, Responsible Al tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan formal; ia harus membentuk cara
organisasi merancang, mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Sumber bias. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui hubungan
antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari performa model,
karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak proporsional atau
ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi harus
menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi. Dalam
kaitannya dengan sumber bias, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke
dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator
teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut
cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan sumber bias juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam sumber bias, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
sumber bias, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Fairness metrics. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi
metrik, test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
fairness metrics, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan fairness metrics juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
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risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam fairness metrics, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
fairness metrics, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Trade-off. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah persoalan decision
rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui penggunaan Al, siapa
yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan siapa yang memiliki
wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak merasa terlibat
tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan trade-off, perhatian
utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai dengan
tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang
lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif
yang tidak diinginkan.

Pengelolaan trade-off juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil', atau
'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan keputusan,
threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap risiko. Semakin
tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review lintas fungsi, dan
auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam trade-off, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
trade-off, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Disparate impact. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi harus
diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu memiliki
solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off terlihat,
terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan disparate
impact, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar
sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan disparate impact juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam disparate impact, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
disparate impact, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan fairness dan pengelolaan bias menunjukkan bahwa kualitas Responsible
Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas keputusan manusia, dan
lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko, melainkan sistem yang
risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional, dimonitor setelah digunakan,
dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks fairness dan
pengelolaan bias.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

26. Siapa yang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait
fairness dan pengelolaan bias?

27. Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy yang
mudah diukur?

28. Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

29. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran sistem?

30. Bukti apa yang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai bahwa
kontrol benar-benar bekerja?
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7. Transparansi

Transparansi berarti menyediakan informasi yang relevan tentang tujuan, batas, data, proses, pemilik
keputusan, dan penggunaan Al kepada pihak yang tepat pada tingkat yang tepat. Pengguna akhir tidak selalu
membutuhkan source code, tetapi mereka perlu mengetahui kapan Al digunakan, tujuan penggunaannya, dan
bagaimana keputusan penting dapat ditinjau. Tema transparansi penting karena keputusan mengenai Al
selalu memuat asumsi tentang apa yang dianggap bernilai, apa yang dianggap risiko, dan siapa yang memiliki
kewenangan untuk mengambil tindakan. Karena itu, Responsible Al tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan
formal; ia harus membentuk cara organisasi merancang, mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi
sistem.

Landasan Konseptual - Transparency by audience. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui
hubungan antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari
performa model, karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak
proporsional atau ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi
harus menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi.
Dalam kaitannya dengan transparency by audience, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang
diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder.
Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah
proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan transparency by audience juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
‘aman’, 'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam transparency by audience, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
transparency by audience, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Disclosure. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi metrik, test
set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk mendeteksi
perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua risiko dapat
diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan proses,
pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
disclosure, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan disclosure juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
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keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam disclosure, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
disclosure, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Traceability. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah persoalan
decision rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui penggunaan
Al, siapa yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan siapa yang
memiliki wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak merasa
terlibat tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan traceability,
perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai
dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial
yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan
insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan traceability juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam traceability, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
traceability, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Documentation. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi harus
diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu memiliki
solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off terlihat,
terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan
documentation, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan documentation juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam documentation, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
documentation, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secaraintegratif, pembahasan transparansi menunjukkan bahwa kualitas Responsible Al ditentukan oleh
hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas keputusan manusia, dan lingkungan institusional.
Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko, melainkan sistem yang risikonya dikenali, diukur
sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional, dimonitor setelah digunakan, dan memiliki pemilik yang
jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks transparansi.

o |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

31. Siapa yang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait
transparansi?

32. Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy yang
mudah diukur?

33. Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

34. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran sistem?

35. Bukti apa yang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai bahwa
kontrol benar-benar bekerja?
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8. Explainability dan Interpretability

Explainability dan interpretability membantu manusia memahami alasan, pola, atau faktor yang
memengaruhi keluaran Al sehingga sistem dapat diuji, dikritik, dan digunakan secara tepat. Penjelasan yang
tampak masuk akal tetapi tidak faithful terhadap model dapat menimbulkan rasa percaya yang salah. Tema
explainability dan interpretability penting karena keputusan mengenai Al selalu memuat asumsi tentang apa
yang dianggap bernilai, apa yang dianggap risiko, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil
tindakan. Karena itu, Responsible Al tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan formal; ia harus membentuk
cara organisasi merancang, mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Global dan local explanation. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui
hubungan antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari
performa model, karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak
proporsional atau ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi
harus menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi.
Dalam kaitannya dengan global dan local explanation, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan
yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan
stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosialyang lebih luas, perancang perlu menguiji
apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan global dan local explanation juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
‘aman’, 'adil', atau 'transparan’' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam global dan local explanation, peningkatan satu atribut
kadang mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
global dan local explanation, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Feature attribution. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi
metrik, test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
feature attribution, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan feature attribution juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
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risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam feature attribution, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
feature attribution, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Counterfactual explanation. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah
persoalan decision rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui
penggunaan Al, siapa yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan
siapa yang memiliki wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak
merasa terlibat tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan
counterfactual explanation, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam
sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis
menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid
dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan counterfactual explanation juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
'aman’, 'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam counterfactual explanation, peningkatan satu atribut
kadang mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
counterfactual explanation, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Limits of explanation. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi
harus diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu
memiliki solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off
terlihat, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan
limits of explanation, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan limits of explanation juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem'aman’,
'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam limits of explanation, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
limits of explanation, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan explainability dan interpretability menunjukkan bahwa kualitas
Responsible Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas keputusan
manusia, dan lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko, melainkan
sistem yang risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional, dimonitor setelah
digunakan, dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks explainability
dan interpretability.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

36. Siapa yang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait
explainability dan interpretability?

37. Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy yang
mudah diukur?

38. Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

39. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran sistem?

40. Bukti apa yang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai bahwa
kontrol benar-benar bekerja?
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9. Privacy dan Data Protection

Responsible Al membutuhkan pengumpulan dan penggunaan data yang proporsional, sah, aman, serta
konsisten dengan tujuan yang telah ditetapkan. Model yang sangat akurat dapat tetap tidak bertanggung
jawab bila akurasi tersebut diperoleh dengan mengeksploitasi data pribadi secara berlebihan. Tema privacy
dan data protection penting karena keputusan mengenai Al selalu memuat asumsi tentang apa yang dianggap
bernilai, apa yang dianggap risiko, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan. Karena
itu, Responsible Al tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan formal; ia harus membentuk cara organisasi
merancang, mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Data minimization. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui hubungan
antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari performa model,
karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak proporsional atau
ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi harus
menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi. Dalam
kaitannya dengan data minimization, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan
ke dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator
teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut
cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan data minimization juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam data minimization, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
data minimization, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Purpose limitation. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi
metrik, test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
purpose limitation, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan purpose limitation juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
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risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam purpose limitation, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
purpose limitation, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Privacy-enhancing technologies. Dari perspektif manajemen, Responsible Al
adalah persoalan decision rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh
menyetujui penggunaan Al, siapa yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan
insiden, dan siapa yang memiliki wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika
semua pihak merasa terlibat tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya
dengan privacy-enhancing technologies, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang
diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder.
Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah
proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan privacy-enhancing technologies juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah
sistem 'aman’, 'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil
pengujian, catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus
proporsionalterhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi
independen, review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam privacy-enhancing technologies, peningkatan satu atribut
kadang mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
privacy-enhancing technologies, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Data leakage. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi harus
diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu memiliki
solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off terlihat,
terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan data
leakage, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan data leakage juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam data leakage, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
data leakage, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan privacy dan data protection menunjukkan bahwa kualitas Responsible Al
ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas keputusan manusia, dan
lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko, melainkan sistem yang
risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional, dimonitor setelah digunakan,
dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks privacy dan
data protection.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

41. Siapayang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait privacy
dan data protection?

42. Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy yang
mudah diukur?

43. Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

44. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran sistem?

45. Bukti apa yang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai bahwa
kontrol benar-benar bekerja?
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10. Safety, Security, Robustness, dan Resilience

Safety berfokus pada pencegahan bahaya, security pada perlindungan dari serangan dan akses tidak sah,
robustness pada ketahanan terhadap variasi input, dan resilience pada kemampuan pulih ketika gangguan
terjadi. Sistem Al yang aman perlu memikirkan tidak hanya error normal, tetapi juga penyalahgunaan, input
adversarial, supply-chain attack, dan kegagalan komponen lain. Tema safety, security, robustness, dan
resilience penting karena keputusan mengenai Al selalu memuat asumsi tentang apa yang dianggap bernilai,
apa yang dianggap risiko, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan. Karena itu,
Responsible Al tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan formal; ia harus membentuk cara organisasi
merancang, mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Threat modeling. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui hubungan
antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari performa model,
karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak proporsional atau
ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi harus
menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi. Dalam
kaitannya dengan threat modeling, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke
dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator
teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut
cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan threat modeling juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam threat modeling, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
threat modeling, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Adversarial risk. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi metrik,
test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
adversarial risk, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan adversarial risk juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
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keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam adversarial risk, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
adversarial risk, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Robustness testing. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah persoalan
decision rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui penggunaan
Al, siapa yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan siapa yang
memiliki wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak merasa
terlibat tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan robustness
testing, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar
sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan robustness testing juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam robustness testing, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
robustness testing, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Recovery. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi harus
diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu memiliki
solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off terlihat,
terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan recovery,
perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai
dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial
yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan
insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan recovery juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’, atau
'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan keputusan,
threshold, exception log, dan hasilmonitoring. Evidence tersebut harus proporsionalterhadap risiko. Semakin
tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review lintas fungsi, dan
auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam recovery, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
recovery, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan safety, security, robustness, dan resilience menunjukkan bahwa kualitas
Responsible Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas keputusan
manusia, dan lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko, melainkan
sistem yang risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional, dimonitor setelah
digunakan, dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks safety,
security, robustness, dan resilience.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

46. Siapayang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait safety,
security, robustness, dan resilience?

47. Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy yang
mudah diukur?

48. Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

49. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran sistem?

50. Bukti apa yang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai bahwa
kontrol benar-benar bekerja?
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11. Accountability dan Responsibility

Akuntabilitas berarti keputusan dan dampak Al tetap memiliki pihak yang dapat dimintai
pertanggungjawaban, sekalipun keputusan teknis tersebar di banyak tim dan vendor. Kalimat 'Al yang
memutuskan'tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus tanggung jawab organisasi. Tema accountability
dan responsibility penting karena keputusan mengenai Al selalu memuat asumsi tentang apa yang dianggap
bernilai, apa yang dianggap risiko, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan. Karena
itu, Responsible Al tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan formal; ia harus membentuk cara organisasi
merancang, mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Decision rights. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui hubungan
antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari performa model,
karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak proporsional atau
ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi harus
menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi. Dalam
kaitannya dengan decision rights, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke
dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator
teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut
cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan decisionrights juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam decision rights, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
decision rights, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Ownership. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi metrik, test
set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk mendeteksi
perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua risiko dapat
diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan proses,
pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
ownership, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan ownership juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
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risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam ownership, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
ownership, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Audit trail. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah persoalan decision
rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui penggunaan Al, siapa
yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan siapa yang memiliki
wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak merasa terlibat
tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan audit trail, perhatian
utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai dengan
tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang
lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif
yang tidak diinginkan.

Pengelolaan audit trail juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’, atau
'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan keputusan,
threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap risiko. Semakin
tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review lintas fungsi, dan
auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam audit trail, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
audit trail, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Executive accountability. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi
harus diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu
memiliki solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off
terlihat, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan
executive accountability, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam
sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis
menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid
dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan executive accountability juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
‘aman’, 'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam executive accountability, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
executive accountability, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan accountability dan responsibility menunjukkan bahwa kualitas
Responsible Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas keputusan
manusia, dan lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko, melainkan
sistem yang risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional, dimonitor setelah
digunakan, dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks
accountability dan responsibility.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

51. Siapa yang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait
accountability dan responsibility?

52. Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy yang
mudah diukur?

53. Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

54. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran sistem?

55. Bukti apa yang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai bahwa
kontrol benar-benar bekerja?

37



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Apa itu Responsible Al

12. Human Oversight dan Meaningful Human Control

Pengawasan manusia harus dirancang secara bermakna, bukan sekadar meletakkan manusia sebagai
simbol persetujuan setelah keputusan pada dasarnya sudah tidak mungkin diperiksa. Petugas yang
menerima ratusan rekomendasi otomatis per jam dapat sekadar menekan tombol setuju; kondisi ini bukan
meaningful oversight. Tema human oversight dan meaningful human control penting karena keputusan
mengenai Al selalu memuat asumsi tentang apa yang dianggap bernilai, apa yang dianggap risiko, dan siapa
yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan. Karena itu, Responsible Al tidak boleh direduksi
menjadi kepatuhan formal; ia harus membentuk cara organisasi merancang, mengevaluasi, menggunakan,
dan mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Human-in-the-loop. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui
hubungan antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari
performa model, karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak
proporsional atau ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi
harus menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi.
Dalam kaitannya dengan human-in-the-loop, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang
diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder.
Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah
proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan human-in-the-loop juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem '‘aman’,
'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam human-in-the-loop, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
human-in-the-loop, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Human-on-the-loop. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi
metrik, test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
human-on-the-loop, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan human-on-the-loop juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
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keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam human-on-the-loop, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
human-on-the-loop, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Automation bias. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah persoalan
decision rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui penggunaan
Al, siapa yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan siapa yang
memiliki wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak merasa
terlibat tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan automation
bias, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar
sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan automation bias juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam automation bias, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
automation bias, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Escalation. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi harus
diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu memiliki
solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off terlihat,
terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan
escalation, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

39



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Apa itu Responsible Al

Pengelolaan escalation juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam escalation, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
escalation, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan human oversight dan meaningful human control menunjukkan bahwa
kualitas Responsible Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas keputusan
manusia, dan lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko, melainkan
sistem yang risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional, dimonitor setelah
digunakan, dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks human
oversight dan meaningful human control.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

56. Siapa yang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait human
oversight dan meaningful human control?

57. Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy yang
mudah diukur?

58. Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

59. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran sistem?

60. Bukti apa yang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai bahwa
kontrol benar-benar bekerja?
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13. Contestability, Redress, dan Hak untuk Menggugat

Sistem yang berdampak pada individu perlu menyediakan mekanisme untuk mempertanyakan,
mengoreksi, atau meminta peninjauan atas keluaran yang salah atau merugikan. Keputusan kredit,
rekrutmen, atau akses layanan yang dibantu Al memerlukan jalur koreksi ketika data atau interpretasi sistem
ternyata keliru. Tema contestability, redress, dan hak untuk menggugat penting karena keputusan mengenai
Al selalu memuat asumsi tentang apa yang dianggap bernilai, apa yang dianggap risiko, dan siapa yang
memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan. Karena itu, Responsible Al tidak boleh direduksi menjadi
kepatuhan formal; ia harus membentuk cara organisasi merancang, mengevaluasi, menggunakan, dan
mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Appeal mechanism. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui
hubungan antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari
performa model, karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak
proporsional atau ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi
harus menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi.
Dalam kaitannya dengan appeal mechanism, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang
diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder.
Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah
proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan appeal mechanism juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam appeal mechanism, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
appeal mechanism, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Error correction. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi
metrik, test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
error correction, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan error correction juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
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keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam error correction, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
error correction, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Procedural justice. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah persoalan
decision rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui penggunaan
Al, siapa yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan siapa yang
memiliki wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak merasa
terlibat tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan procedural
justice, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar
sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan procedural justice juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam procedural justice, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
procedural justice, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Remedy. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi harus
diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu memiliki
solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off terlihat,
terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan remedy,
perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai
dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial
yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan
insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan remedy juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’, atau
'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan keputusan,
threshold, exception log, dan hasilmonitoring. Evidence tersebut harus proporsionalterhadap risiko. Semakin
tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review lintas fungsi, dan
auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam remedy, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
remedy, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan contestability, redress, dan hak untuk menggugat menunjukkan bahwa
kualitas Responsible Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas keputusan
manusia, dan lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko, melainkan
sistem yang risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional, dimonitor setelah
digunakan, dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks
contestability, redress, dan hak untuk menggugat.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

61. Siapa yang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait
contestability, redress, dan hak untuk menggugat?

62. Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy yang
mudah diukur?

63. Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

64. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran sistem?

65. Bukti apa yang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai bahwa
kontrol benar-benar bekerja?
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14. Inklusivitas, Accessibility, dan Dampak Sosial

Responsible Al mempertimbangkan siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang mungkin dirugikan, dan
siapa yang tidak terwakili dalam proses desain. Sistem layanan publik yang hanya optimal bagi pengguna
dengan literasi digital tinggi dapat memperlebar kesenjangan walaupun secara teknis efisien. Tema
inklusivitas, accessibility, dan dampak sosial penting karena keputusan mengenai Al selalu memuat asumsi
tentang apa yang dianggap bernilai, apa yang dianggap risiko, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk
mengambil tindakan. Karena itu, Responsible Al tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan formal; ia harus
membentuk cara organisasi merancang, mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Stakeholder inclusion. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui
hubungan antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari
performa model, karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak
proporsional atau ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi
harus menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi.
Dalam kaitannya dengan stakeholder inclusion, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang
diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder.
Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah
proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan stakeholder inclusion juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
‘aman’, 'adil', atau 'transparan’' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam stakeholder inclusion, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
stakeholder inclusion, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Accessibility. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi metrik,
test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
accessibility, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan accessibility juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap

44



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Apa itu Responsible Al

risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam accessibility, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
accessibility, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Vulnerable groups. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah persoalan
decision rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui penggunaan
Al, siapa yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan siapa yang
memiliki wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak merasa
terlibat tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan vulnerable
groups, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar
sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan vulnerable groups juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam vulnerable groups, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
vulnerable groups, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Distributional impact. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi
harus diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu
memiliki solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off
terlihat, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan
distributional impact, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam
sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis
menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid
dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan distributional impact juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
‘aman’, 'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam distributional impact, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
distributional impact, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan inklusivitas, accessibility, dan dampak sosial menunjukkan bahwa
kualitas Responsible Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas keputusan
manusia, dan lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko, melainkan
sistem yang risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional, dimonitor setelah
digunakan, dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks inklusivitas,
accessibility, dan dampak sosial.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

66. Siapa yang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait
inklusivitas, accessibility, dan dampak sosial?

67. Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy yang
mudah diukur?

68. Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

69. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran sistem?

70. Bukti apa yang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai bahwa
kontrol benar-benar bekerja?
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15. Al Risk Management

Risk management menyediakan metode sistematis untuk mengenali sumber risiko, memperkirakan
likelihood dan impact, menentukan kontrol, serta memonitor residual risk. Pendekatan risk-based membantu
organisasi menyesuaikan kedalaman kontrol dengan konsekuensi penggunaan Al. Tema ai risk management
penting karena keputusan mengenai Al selalu memuat asumsi tentang apa yang dianggap bernilai, apa yang
dianggap risiko, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan. Karena itu, Responsible Al
tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan formal; ia harus membentuk cara organisasi merancang,
mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Risk taxonomy. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui hubungan
antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari performa model,
karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak proporsional atau
ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi harus
menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi. Dalam
kaitannya dengan risk taxonomy, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke
dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator
teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut
cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan risk taxonomy juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem '‘aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam risk taxonomy, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
risk taxonomy, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Inherent risk. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi metrik,
test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
inherent risk, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan inherent risk juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
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risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam inherent risk, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
inherent risk, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Control effectiveness. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah
persoalan decision rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui
penggunaan Al, siapa yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan
siapa yang memiliki wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak
merasa terlibat tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan control
effectiveness, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan control effectiveness juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
'aman’, 'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam control effectiveness, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
control effectiveness, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Residual risk. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi harus
diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu memiliki
solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off terlihat,
terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan residual
risk, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar
sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan residual risk juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem '‘aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam residual risk, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
residual risk, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan ai risk management menunjukkan bahwa kualitas Responsible Al
ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas keputusan manusia, dan
lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko, melainkan sistem yang
risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional, dimonitor setelah digunakan,
dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks ai risk
management.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

71. Siapa yang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait ai risk
management?

72. Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy yang
mudah diukur?

73. Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

74. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran sistem?

75. Bukti apa yang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai bahwa
kontrol benar-benar bekerja?
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16. Kerangka NIST Al RMF: Govern, Map, Measure, Manage

NIST Al RMF mengorganisasikan manajemen risiko Al melalui empat fungsi yang saling terkait: Govern,
Map, Measure, dan Manage. Govern membangun budaya dan struktur; Map memahami konteks; Measure
menilai risiko dan trustworthiness; Manage memprioritaskan serta menangani risiko. Tema kerangka nist ai
rmf: govern, map, measure, manage penting karena keputusan mengenai Al selalu memuat asumsi tentang
apa yang dianggap bernilai, apa yang dianggap risiko, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil
tindakan. Karena itu, Responsible Al tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan formal; ia harus membentuk
cara organisasi merancang, mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Govern. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui hubungan antara
tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari performa model, karena
model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak proporsional atau ditempatkan
dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi harus menggabungkan kualitas
teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi. Dalam kaitannya dengan govern,
perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai
dengantujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial
yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan
insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan govern juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’, atau
'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan keputusan,
threshold, exception log, dan hasilmonitoring. Evidence tersebut harus proporsionalterhadap risiko. Semakin
tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review lintas fungsi, dan
auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam govern, peningkatan satu atribut kadang mengurangi atribut
lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model tertentu,
safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan rekomendasi
yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan dikelola dengan
dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
govern, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Map. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi metrik, test set
yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk mendeteksi
perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua risiko dapat
diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan proses,
pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan map,
perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai
dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial
yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan
insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan map juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’, atau
'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan keputusan,
threshold, exception log, dan hasilmonitoring. Evidence tersebut harus proporsionalterhadap risiko. Semakin
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tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review lintas fungsi, dan
auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam map, peningkatan satu atribut kadang mengurangi atribut
lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model tertentu,
safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan rekomendasi
yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan dikelola dengan
dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
map, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Measure. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah persoalan decision
rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui penggunaan Al, siapa
yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan siapa yang memiliki
wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak merasa terlibat
tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan measure, perhatian
utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai dengan
tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang
lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif
yang tidak diinginkan.

Pengelolaan measure juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’, atau
'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan keputusan,
threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap risiko. Semakin
tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review lintas fungsi, dan
auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam measure, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
measure, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Manage. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi harus
diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu memiliki
solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off terlihat,
terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan manage,
perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai
dengantujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial
yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan
insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan manage juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’, atau
'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan keputusan,
threshold, exception log, dan hasilmonitoring. Evidence tersebut harus proporsionalterhadap risiko. Semakin
tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review lintas fungsi, dan
auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam manage, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
manage, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan kerangka nist ai rmf: govern, map, measure, manage menunjukkan bahwa
kualitas Responsible Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas keputusan
manusia, dan lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko, melainkan
sistem yang risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional, dimonitor setelah
digunakan, dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks kerangka nist
ai rmf: govern, map, measure, manage.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

76. Siapa yang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait
kerangka nist ai rmf: govern, map, measure, manage?

77. Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy yang
mudah diukur?

78. Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

79. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran sistem?

80. Bukti apa yang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai bahwa
kontrol benar-benar bekerja?
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17. Regulasi dan Standar Responsible Al

Responsible Al semakin dipengaruhi oleh kombinasi regulasi berbasis risiko, standar teknis, pedoman
sektoral, dan praktik assurance. Bagi organisasi global, tantangan bukan sekadar mematuhi satu aturan,
tetapi membangun kontrolyang dapat dipetakan ke banyak kewajiban. Tema regulasi dan standar responsible
ai penting karena keputusan mengenai Al selalu memuat asumsi tentang apa yang dianggap bernilai, apayang
dianggap risiko, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan. Karena itu, Responsible Al
tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan formal; ia harus membentuk cara organisasi merancang,
mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Eu ai act. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui hubungan antara
tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari performa model, karena
model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak proporsional atau ditempatkan
dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi harus menggabungkan kualitas
teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi. Dalam kaitannya dengan EU Al Act,
perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai
dengantujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial
yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan
insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan EU Al Act juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’, atau
'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan keputusan,
threshold, exception log, dan hasilmonitoring. Evidence tersebut harus proporsionalterhadap risiko. Semakin
tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review lintas fungsi, dan
auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam EU Al Act, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
EU Al Act, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Iso/iec standards. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi
metrik, test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
ISO/IEC standards, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan ISO/IEC standards juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
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risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam ISO/IEC standards, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
ISO/IEC standards, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Sector regulation. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah persoalan
decision rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui penggunaan
Al, siapa yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan siapa yang
memiliki wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak merasa
terlibat tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan sector
regulation, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan sector regulation juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam sector regulation, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
sector regulation, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Interoperability. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi harus
diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu memiliki
solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off terlihat,
terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan
interoperability, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan interoperability juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam interoperability, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
interoperability, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan regulasi dan standar responsible ai menunjukkan bahwa kualitas
Responsible Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas keputusan
manusia, dan lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko, melainkan
sistem yang risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional, dimonitor setelah
digunakan, dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks regulasi dan
standar responsible ai.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

81. Siapa yang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait
regulasi dan standar responsible ai?

82. Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy yang
mudah diukur?

83. Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

84. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran sistem?

85. Bukti apa yang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai bahwa
kontrol benar-benar bekerja?
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18. Al Governance dalam Organisasi

Al governance adalah sistem decision rights, kebijakan, struktur, proses, dan kontrol yang memastikan Al
mendukung strategi tanpa melampaui risk appetite. Penggunaan Al berisiko tinggi seharusnya tidak masuk
produksi hanya karena tim teknis menyatakan model akurat. Tema ai governance dalam organisasi penting
karena keputusan mengenai Al selalu memuat asumsi tentang apa yang dianggap bernilai, apa yang dianggap
risiko, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambiltindakan. Karena itu, Responsible Al tidak boleh
direduksi menjadi kepatuhan formal; ia harus membentuk cara organisasi merancang, mengevaluasi,
menggunakan, dan mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Governance architecture. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui
hubungan antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari
performa model, karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak
proporsional atau ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi
harus menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi.
Dalam kaitannya dengan governance architecture, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang
diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder.
Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah
proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan governance architecture juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
‘aman’, 'adil', atau 'transparan’' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam governance architecture, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
governance architecture, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Ai committee. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi metrik,
test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan Al
committee, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan Al committee juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
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risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam Al committee, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari Al
committee, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Raci. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah persoalan decision rights
dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui penggunaan Al, siapa yang
memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan siapa yang memiliki
wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak merasa terlibat
tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan RACI, perhatian utama
adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan
organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih
luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang
tidak diinginkan.

Pengelolaan RACI juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’, atau
'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan keputusan,
threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsionalterhadap risiko. Semakin
tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review lintas fungsi, dan
auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam RACI, peningkatan satu atribut kadang mengurangi atribut
lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model tertentu,
safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan rekomendasi
yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan dikelola dengan
dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
RACI, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Lifecycle gates. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi harus
diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu memiliki
solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off terlihat,
terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan lifecycle
gates, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar
sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan lifecycle gates juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam lifecycle gates, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
lifecycle gates, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secaraintegratif, pembahasan ai governance dalam organisasi menunjukkan bahwa kualitas Responsible
Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas keputusan manusia, dan
lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko, melainkan sistem yang
risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional, dimonitor setelah digunakan,
dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks ai
governance dalam organisasi.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

86. Siapa yang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait ai
governance dalam organisasi?

87. Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy yang
mudah diukur?

88. Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

89. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran sistem?

90. Bukti apa yang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai bahwa
kontrol benar-benar bekerja?
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19. Peran Dewan, Pimpinan, dan Three Lines Model

Responsible Al membutuhkan keterlibatan pimpinan karena risiko Al dapat menjadi risiko strategis,
hukum, operasional, reputasi, dan finansial. Dewan tidak perlu memahami setiap algoritma, tetapi harus
mampu menanyakan konteks, risiko material, kontrol, indikator, dan akuntabilitas. Tema peran dewan,
pimpinan, dan three lines model penting karena keputusan mengenai Al selalu memuat asumsi tentang apa
yang dianggap bernilai, apa yang dianggap risiko, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil
tindakan. Karena itu, Responsible Al tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan formal; ia harus membentuk
cara organisasi merancang, mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Board oversight. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui hubungan
antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari performa model,
karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak proporsional atau
ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi harus
menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi. Dalam
kaitannya dengan board oversight, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke
dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator
teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut
cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan board oversight juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam board oversight, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
board oversight, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Management ownership. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan
definisi metrik, test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur
untuk mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak
semua risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan
perubahan proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya
dengan management ownership, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke
dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator
teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut
cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan management ownership juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
‘aman’, 'adil', atau 'transparan’' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
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terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam management ownership, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
management ownership, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Risk and compliance. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah
persoalan decision rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui
penggunaan Al, siapa yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan
siapa yang memiliki wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak
merasa terlibat tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan risk and
compliance, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan risk and compliance juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam risk and compliance, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
risk and compliance, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Internal audit. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi harus
diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu memiliki
solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off terlihat,
terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan internal
audit, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar
sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan internal audit juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam internal audit, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
internal audit, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan peran dewan, pimpinan, dan three lines model menunjukkan bahwa
kualitas Responsible Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas keputusan
manusia, dan lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko, melainkan
sistem yang risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional, dimonitor setelah
digunakan, dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks peran
dewan, pimpinan, dan three lines model.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

91. Siapa yang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait peran
dewan, pimpinan, dan three lines model?

92. Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy yang
mudah diukur?

93. Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

94. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran sistem?

95. Bukti apa yang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai bahwa
kontrol benar-benar bekerja?
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20. Al Policy, Standards, dan Controls

Kebijakan memberi arah, standar menerjemahkan arah menjadi persyaratan, sedangkan controls
memberikan mekanisme untuk mencegah, mendeteksi, atau mengoreksi kegagalan. Kebijakan tanpa
evidence of control sering berubah menjadi dokumen seremonial. Tema ai policy, standards, dan controls
penting karena keputusan mengenai Al selalu memuat asumsi tentang apa yang dianggap bernilai, apa yang
dianggap risiko, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan. Karena itu, Responsible Al
tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan formal; ia harus membentuk cara organisasi merancang,
mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Policy hierarchy. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui hubungan
antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari performa model,
karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak proporsional atau
ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi harus
menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi. Dalam
kaitannya dengan policy hierarchy, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke
dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator
teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut
cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan policy hierarchy juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam policy hierarchy, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
policy hierarchy, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Mandatory controls. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi
metrik, test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
mandatory controls, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan mandatory controls juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
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risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam mandatory controls, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
mandatory controls, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Exceptions. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah persoalan decision
rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui penggunaan Al, siapa
yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan siapa yang memiliki
wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak merasa terlibat
tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan exceptions, perhatian
utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai dengan
tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang
lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif
yang tidak diinginkan.

Pengelolaan exceptions juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam exceptions, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
exceptions, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Control evidence. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi harus
diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu memiliki
solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off terlihat,
terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan control
evidence, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

63



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Apa itu Responsible Al

Pengelolaan control evidence juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam control evidence, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
control evidence, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan ai policy, standards, dan controls menunjukkan bahwa kualitas
Responsible Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas keputusan
manusia, dan lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko, melainkan
sistem yang risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional, dimonitor setelah
digunakan, dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks ai policy,
standards, dan controls.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

96. Siapa yang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait ai
policy, standards, dan controls?

97. Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy yang
mudah diukur?

98. Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

99. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran sistem?

100. Bukti apayang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai
bahwa kontrol benar-benar bekerja?
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21. Al Inventory dan Risk Classification

Organisasi tidak dapat mengelola risiko Al yang tidak diketahui; karena itu inventory menjadi fondasi
governance. Inventory sebaiknya mencakup model buatan sendiri, layanan Al pihak ketiga, fitur Al yang
tertanam dalam perangkat lunak, dan eksperimen yang berpotensi masuk operasi. Tema ai inventory dan risk
classification penting karena keputusan mengenai Al selalu memuat asumsi tentang apa yang dianggap
bernilai, apa yang dianggap risiko, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan. Karena
itu, Responsible Al tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan formal; ia harus membentuk cara organisasi
merancang, mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Use-case inventory. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui
hubungan antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari
performa model, karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak
proporsional atau ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi
harus menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi.
Dalam kaitannya dengan use-case inventory, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang
diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder.
Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah
proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan use-case inventory juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam use-case inventory, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
use-case inventory, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Ownership. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi metrik, test
set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk mendeteksi
perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua risiko dapat
diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan proses,
pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
ownership, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan ownership juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
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risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam ownership, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
ownership, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Risk tiering. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah persoalan decision
rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui penggunaan Al, siapa
yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan siapa yang memiliki
wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak merasa terlibat
tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan risk tiering, perhatian
utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai dengan
tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang
lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif
yang tidak diinginkan.

Pengelolaan risk tiering juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam risk tiering, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
risk tiering, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Materiality. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi harus
diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu memiliki
solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off terlihat,
terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan
materiality, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan materiality juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam materiality, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
materiality, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan ai inventory dan risk classification menunjukkan bahwa kualitas
Responsible Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas keputusan
manusia, dan lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko, melainkan
sistem yang risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional, dimonitor setelah
digunakan, dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks ai inventory
dan risk classification.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

101. Siapayang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait ai
inventory dan risk classification?

102. Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy
yang mudah diukur?

103. Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

104. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran
sistem?

105.  Bukti apayang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai
bahwa kontrol benar-benar bekerja?
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22. Al Impact Assessment

Impact assessment menilai tujuan, stakeholder, hak, risiko, potensi manfaat, alternatif, serta kontrol
sebelum sistem digunakan secara luas. Pertanyaan kunci bukan hanya 'apakah model akurat?', tetapi 'siapa
yang terkena dampak jika model salah dan apa jalur pemulihannya?' Tema ai impact assessment penting
karena keputusan mengenai Al selalu memuat asumsi tentang apa yang dianggap bernilai, apa yang dianggap
risiko, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambiltindakan. Karena itu, Responsible Al tidak boleh
direduksi menjadi kepatuhan formal; ia harus membentuk cara organisasi merancang, mengevaluasi,
menggunakan, dan mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Stakeholder mapping. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui
hubungan antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari
performa model, karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak
proporsional atau ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi
harus menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi.
Dalam kaitannya dengan stakeholder mapping, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang
diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder.
Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah
proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan stakeholder mapping juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
‘aman’, 'adil', atau 'transparan’' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam stakeholder mapping, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
stakeholder mapping, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Harm scenarios. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi
metrik, test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
harm scenarios, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan harm scenarios juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
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risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam harm scenarios, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
harm scenarios, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Proportionality. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah persoalan
decision rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui penggunaan
Al, siapa yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan siapa yang
memiliki wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak merasa
terlibat tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan proportionality,
perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai
dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial
yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan
insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan proportionality juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam proportionality, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
proportionality, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Mitigation plan. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi harus
diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu memiliki
solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off terlihat,
terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan mitigation
plan, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar
sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan mitigation plan juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam mitigation plan, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
mitigation plan, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan ai impact assessment menunjukkan bahwa kualitas Responsible Al
ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas keputusan manusia, dan
lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko, melainkan sistem yang
risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional, dimonitor setelah digunakan,
dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks ai impact
assessment.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

106. Siapayang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait ai
impact assessment?

107. Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy
yang mudah diukur?

108. Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

109. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran
sistem?

110.  Bukti apayang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai
bahwa kontrol benar-benar bekerja?
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23. Data Governance untuk Responsible Al

Kualitas dan legitimasi Al sangat bergantung pada data, sehingga data governance perlu mencakup
provenance, quality, access, lineage, consent, retention, dan representativeness. Masalah fairness atau
hallucination sering berakar pada keputusan data yang dibuat jauh sebelum model dilatih. Tema data
governance untuk responsible ai penting karena keputusan mengenai Al selalu memuat asumsi tentang apa
yang dianggap bernilai, apa yang dianggap risiko, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil
tindakan. Karena itu, Responsible Al tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan formal; ia harus membentuk
cara organisasi merancang, mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Data lineage. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui hubungan
antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari performa model,
karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak proporsional atau
ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi harus
menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi. Dalam
kaitannya dengan data lineage, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke
dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator
teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut
cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan data lineage juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam data lineage, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
data lineage, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Quality controls. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi
metrik, test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
quality controls, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan quality controls juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
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risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam quality controls, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
quality controls, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Rights and consent. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah persoalan
decision rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui penggunaan
Al, siapa yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan siapa yang
memiliki wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak merasa
terlibat tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan rights and
consent, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan rights and consent juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam rights and consent, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
rights and consent, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Representativeness. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi harus
diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu memiliki
solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off terlihat,
terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan
representativeness, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan representativeness juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam representativeness, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
representativeness, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan data governance untuk responsible ai menunjukkan bahwa kualitas
Responsible Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas keputusan
manusia, dan lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko, melainkan
sistem yang risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional, dimonitor setelah
digunakan, dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks data
governance untuk responsible ai.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

111.  Siapayang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait
data governance untuk responsible ai?

112.  Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy
yang mudah diukur?

113.  Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

114. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran
sistem?

115.  Bukti apayang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai
bahwa kontrol benar-benar bekerja?
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24. Model Risk Management dan Validation

Model risk management memastikan model memiliki tujuan jelas, metodologi sesuai, validasi
independen, batas penggunaan, dan pemantauan performa. Model yang kuat secara statistik dapat tetap
tidak layak jika proses bisnis menggunakannya di luar domain yang divalidasi. Tema model risk management
dan validation penting karena keputusan mengenai Al selalu memuat asumsi tentang apa yang dianggap
bernilai, apa yang dianggap risiko, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan. Karena
itu, Responsible Al tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan formal; ia harus membentuk cara organisasi
merancang, mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Independent validation. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui
hubungan antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari
performa model, karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak
proporsional atau ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi
harus menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi.
Dalam kaitannya dengan independent validation, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang
diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder.
Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah
proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan independent validation juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
‘aman’, 'adil', atau 'transparan’' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam independent validation, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
independent validation, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Benchmarking. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi metrik,
test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
benchmarking, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan benchmarking juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
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risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam benchmarking, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
benchmarking, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Stress testing. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah persoalan
decision rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui penggunaan
Al, siapa yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan siapa yang
memiliki wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak merasa
terlibat tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan stress testing,
perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai
dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial
yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan
insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan stress testing juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam stress testing, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
stress testing, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Model limitations. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi harus
diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu memiliki
solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off terlihat,
terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan model
limitations, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan model limitations juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam model limitations, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
model limitations, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan model risk management dan validation menunjukkan bahwa kualitas
Responsible Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas keputusan
manusia, dan lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko, melainkan
sistem yang risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional, dimonitor setelah
digunakan, dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks model risk
management dan validation.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

116. Siapayang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait
model risk management dan validation?

117.  Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy
yang mudah diukur?

118.  Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

119. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran
sistem?

120. Bukti apayang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai
bahwa kontrol benar-benar bekerja?
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25. Documentation: Model Cards, Datasheets, dan System Cards

Dokumentasi yang baik membuat asumsi, data, metrik, penggunaan yang dimaksud, keterbatasan, dan
hasil pengujian tersedia untuk pihak yang memerlukan. Dokumentasi berfungsi sebagai memori organisasi
yang mengurangi ketergantungan pada pengetahuan informal individu. Tema documentation: model cards,
datasheets, dan system cards penting karena keputusan mengenai Al selalu memuat asumsi tentang apa
yang dianggap bernilai, apa yang dianggap risiko, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil
tindakan. Karena itu, Responsible Al tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan formal; ia harus membentuk
cara organisasi merancang, mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Model cards. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui hubungan
antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari performa model,
karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak proporsional atau
ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi harus
menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi. Dalam
kaitannya dengan model cards, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke
dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator
teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut
cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan model cards juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam model cards, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
model cards, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Datasheets. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi metrik,
test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
datasheets, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan datasheets juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
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risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam datasheets, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
datasheets, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - System cards. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah persoalan
decision rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui penggunaan
Al, siapa yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan siapa yang
memiliki wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak merasa
terlibat tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan system cards,
perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai
dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial
yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan
insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan system cards juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam system cards, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
system cards, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Traceability. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi harus
diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu memiliki
solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off terlihat,
terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan
traceability, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan traceability juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam traceability, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
traceability, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan documentation: model cards, datasheets, dan system cards
menunjukkan bahwa kualitas Responsible Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses
organisasi, kualitas keputusan manusia, dan lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan
sistem tanpa risiko, melainkan sistem yang risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara
proporsional, dimonitor setelah digunakan, dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks
documentation: model cards, datasheets, dan system cards.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

121.  Siapayang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait
documentation: model cards, datasheets, dan system cards?

122.  Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy
yang mudah diukur?

123. Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

124. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran
sistem?

125.  Bukti apayang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai
bahwa kontrol benar-benar bekerja?
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26. Testing, Red-Teaming, dan Al Assurance

Testing Responsible Al melampaui akurasi; ia mencakup safety, security, fairness, privacy, misuse,
interpretability, dan skenario ekstrem. Red-teaming mencoba menemukan kegagalan dari perspektif
pengguna jahat, pengguna keliru, atau kondisi yang tidak dipikirkan pengembang. Tema testing, red-teaming,
dan ai assurance penting karena keputusan mengenai Al selalu memuat asumsi tentang apa yang dianggap
bernilai, apa yang dianggap risiko, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan. Karena
itu, Responsible Al tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan formal; ia harus membentuk cara organisasi
merancang, mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Test design. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui hubungan antara
tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari performa model, karena
model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak proporsional atau ditempatkan
dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi harus menggabungkan kualitas
teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi. Dalam kaitannya dengan test
design, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar
sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan test design juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam test design, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
test design, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Red teaming. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi metrik,
test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
red teaming, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan red teaming juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
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risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam red teaming, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
red teaming, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Adversarial testing. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah persoalan
decision rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui penggunaan
Al, siapa yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan siapa yang
memiliki wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak merasa
terlibat tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan adversarial
testing, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar
sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan adversarial testing juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam adversarial testing, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
adversarial testing, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Assurance evidence. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi harus
diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu memiliki
solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off terlihat,
terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan assurance
evidence, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan assurance evidence juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem'aman’,
'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam assurance evidence, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
assurance evidence, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan testing, red-teaming, dan ai assurance menunjukkan bahwa kualitas
Responsible Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas keputusan
manusia, dan lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko, melainkan
sistem yang risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional, dimonitor setelah
digunakan, dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks testing, red-
teaming, dan ai assurance.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

126. Siapayang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait
testing, red-teaming, dan ai assurance?

127.  Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy
yang mudah diukur?

128. Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

129. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran
sistem?

130. Bukti apayang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai
bahwa kontrol benar-benar bekerja?
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27. Monitoring, Drift, Incident Management, dan Post-Deployment
Control

Risiko Al berubah setelah deployment karena data, pengguna, lingkungan, dan tujuan bisnis berubah.
Model yang lulus validasi hari ini dapat menurun beberapa bulan kemudian tanpa perubahan kode apa pun.
Tema monitoring, drift, incident management, dan post-deployment control penting karena keputusan
mengenai Al selalu memuat asumsi tentang apa yang dianggap bernilai, apa yang dianggap risiko, dan siapa
yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan. Karena itu, Responsible Al tidak boleh direduksi
menjadi kepatuhan formal; ia harus membentuk cara organisasi merancang, mengevaluasi, menggunakan,
dan mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Data drift. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui hubungan antara
tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari performa model, karena
model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak proporsional atau ditempatkan
dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi harus menggabungkan kualitas
teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi. Dalam kaitannya dengan data
drift, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar
sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan data drift juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’, atau
'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan keputusan,
threshold, exception log, dan hasilmonitoring. Evidence tersebut harus proporsionalterhadap risiko. Semakin
tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review lintas fungsi, dan
auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam data drift, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
data drift, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Concept drift. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi metrik,
test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
concept drift, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan concept drift juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam concept drift, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
concept drift, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Incident response. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah persoalan
decision rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui penggunaan
Al, siapa yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan siapa yang
memiliki wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak merasa
terlibat tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan incident
response, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan incident response juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam incident response, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
incident response, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Rollback and retirement. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi
harus diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu
memiliki solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off
terlihat, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan
rollback and retirement, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam
sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis
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menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid
dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan rollback and retirement juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
‘aman’, 'adil', atau 'transparan’' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam rollback and retirement, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yangtidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
rollback and retirement, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan monitoring, drift, incident management, dan post-deployment control
menunjukkan bahwa kualitas Responsible Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses
organisasi, kualitas keputusan manusia, dan lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan
sistem tanpa risiko, melainkan sistem yang risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara
proporsional, dimonitor setelah digunakan, dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks monitoring,
drift, incident management, dan post-deployment control.

o |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

131.  Siapayang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait
monitoring, drift, incident management, dan post-deployment control?

132.  Apakahindikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy
yang mudah diukur?

133. Apakegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

134. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran
sistem?

135.  Bukti apayang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai
bahwa kontrol benar-benar bekerja?
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28. Responsible Generative Al

Generative Al memperkenalkan risiko khas seperti hallucination, content safety, intellectual property,
prompt injection, data leakage, dan ketidakpastian sumber. Penggunaan LLM untuk menyusun jawaban
medis atau hukum menuntut kontrolyang jauh lebih ketat daripada penggunaan untuk brainstorming internal.
Tema responsible generative ai penting karena keputusan mengenai Al selalu memuat asumsi tentang apa
yang dianggap bernilai, apa yang dianggap risiko, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil
tindakan. Karena itu, Responsible Al tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan formal; ia harus membentuk
cara organisasi merancang, mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Hallucination. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui hubungan
antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari performa model,
karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak proporsional atau
ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi harus
menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi. Dalam
kaitannya dengan hallucination, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke
dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator
teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut
cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan hallucination juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam hallucination, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
hallucination, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Prompt injection. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi
metrik, test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
prompt injection, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan prompt injection juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
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risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam prompt injection, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
promptinjection, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Rag governance. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah persoalan
decision rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui penggunaan
Al, siapa yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan siapa yang
memiliki wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak merasa
terlibat tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan RAG
governance, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan RAG governance juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam RAG governance, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
RAG governance, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Content provenance. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi
harus diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu
memiliki solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off
terlihat, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan
content provenance, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan content provenance juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam content provenance, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
content provenance, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan responsible generative ai menunjukkan bahwa kualitas Responsible Al
ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas keputusan manusia, dan
lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko, melainkan sistem yang
risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional, dimonitor setelah digunakan,
dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks responsible
generative ai.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

136. Siapayang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait
responsible generative ai?

137. Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy
yang mudah diukur?

138.  Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

139. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran
sistem?

140. Bukti apayang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai
bahwa kontrol benar-benar bekerja?
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29. Responsible Agentic Al

Agentic Al meningkatkan otonomi dengan kemampuan merencanakan, menggunakan alat, mengakses
data, dan menjalankan tindakan berurutan. Risiko agentic Al bukan hanya jawaban yang salah, tetapitindakan
salah yang dieksekusi otomatis pada sistem lain. Tema responsible agentic ai penting karena keputusan
mengenai Al selalu memuat asumsi tentang apa yang dianggap bernilai, apa yang dianggap risiko, dan siapa
yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan. Karena itu, Responsible Al tidak boleh direduksi
menjadi kepatuhan formal; ia harus membentuk cara organisasi merancang, mengevaluasi, menggunakan,
dan mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Tool permissions. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui hubungan
antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari performa model,
karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak proporsional atau
ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi harus
menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi. Dalam
kaitannya dengan tool permissions, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan
ke dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator
teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut
cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan tool permissions juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam tool permissions, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
tool permissions, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Action boundaries. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi
metrik, test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
action boundaries, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan action boundaries juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
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risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam action boundaries, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
action boundaries, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Memory and identity. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah persoalan
decision rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui penggunaan
Al, siapa yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan siapa yang
memiliki wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak merasa
terlibat tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan memory and
identity, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar
sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan memory and identity juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
'aman’, 'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam memory and identity, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
memory and identity, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Kill switch. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi harus
diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu memiliki
solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off terlihat,
terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan kill switch,
perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai
dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial
yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan
insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan kill switch juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam kill switch, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
kill switch, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan responsible agentic ai menunjukkan bahwa kualitas Responsible Al
ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas keputusan manusia, dan
lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko, melainkan sistem yang
risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional, dimonitor setelah digunakan,
dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks responsible
agentic ai.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

141. Siapayang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait
responsible agentic ai?

142.  Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy
yang mudah diukur?

143. Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

144. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran
sistem?

145.  Bukti apayang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai
bahwa kontrol benar-benar bekerja?
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30. Responsible Al dalam HR dan People Analytics

Domain SDM sensitif karena keputusan Al dapat memengaruhi kesempatan kerja, pengembangan karier,
remunerasi, dan pengalaman pekerja. Model seleksi kandidat harus diuji terhadap validitas pekerjaan,
fairness, proxy discrimination, dan mekanisme peninjauan manusia. Tema responsible ai dalam hr dan
people analytics penting karena keputusan mengenai Al selalu memuat asumsi tentang apa yang dianggap
bernilai, apa yang dianggap risiko, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan. Karena
itu, Responsible Al tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan formal; ia harus membentuk cara organisasi
merancang, mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Recruitment. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui hubungan
antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari performa model,
karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak proporsional atau
ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi harus
menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi. Dalam
kaitannya dengan recruitment, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke
dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator
teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut
cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan recruitment juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam recruitment, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
recruitment, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Performance analytics. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi
metrik, test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
performance analytics, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam
sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis
menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid
dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan performance analytics juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
‘aman’, 'adil', atau 'transparan’' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
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terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam performance analytics, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
performance analytics, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Worker monitoring. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah persoalan
decision rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui penggunaan
Al, siapa yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan siapa yang
memiliki wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak merasa
terlibat tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan worker
monitoring, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan worker monitoring juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam worker monitoring, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
worker monitoring, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Organizational justice. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi
harus diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu
memiliki solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off
terlihat, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan
organizational justice, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam
sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis
menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid
dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan organizational justice juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
‘aman’, 'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam organizational justice, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
organizational justice, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secaraintegratif, pembahasan responsible ai dalam hr dan people analytics menunjukkan bahwa kualitas
Responsible Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas keputusan
manusia, dan lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko, melainkan
sistem yang risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional, dimonitor setelah
digunakan, dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks responsible
ai dalam hr dan people analytics.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

146. Siapayang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait
responsible ai dalam hr dan people analytics?

147.  Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy
yang mudah diukur?

148. Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

149. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran
sistem?

150. Bukti apayang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai
bahwa kontrol benar-benar bekerja?
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31. Responsible Al dalam Pemasaran dan Customer Analytics

Al pemasaran dapat meningkatkan relevansi dan efisiensi, tetapi personalisasi ekstrem dapat berubah
menjadi manipulasi, diskriminasi harga, atau eksploitasi kerentanan. Responsible Al meminta organisasi
menilai bukan hanya conversion rate, tetapi juga dampak terhadap otonomi dan kepercayaan konsumen.
Tema responsible ai dalam pemasaran dan customer analytics penting karena keputusan mengenai Al selalu
memuat asumsi tentang apa yang dianggap bernilai, apa yang dianggap risiko, dan siapa yang memiliki
kewenangan untuk mengambil tindakan. Karena itu, Responsible Al tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan
formal; ia harus membentuk cara organisasi merancang, mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi
sistem.

Landasan Konseptual - Targeting. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui hubungan antara
tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari performa model, karena
model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak proporsional atau ditempatkan
dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi harus menggabungkan kualitas
teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi. Dalam kaitannya dengan targeting,
perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai
dengantujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial
yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan
insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan targeting juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem '‘aman’, 'adil’, atau
'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan keputusan,
threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap risiko. Semakin
tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review lintas fungsi, dan
auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam targeting, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
targeting, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Personalization. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi
metrik, test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
personalization, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan personalization juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
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keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam personalization, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
personalization, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Dark patterns. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah persoalan
decision rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui penggunaan
Al, siapa yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan siapa yang
memiliki wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak merasa
terlibat tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan dark patterns,
perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai
dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial
yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan
insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan dark patterns juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam dark patterns, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
dark patterns, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Customer trust. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi harus
diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu memiliki
solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off terlihat,
terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan customer
trust, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar
sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan customer trust juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam customer trust, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
customer trust, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan responsible ai dalam pemasaran dan customer analytics menunjukkan
bahwa kualitas Responsible Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas
keputusan manusia, dan lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko,
melainkan sistem yang risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional,
dimonitor setelah digunakan, dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks responsible
ai dalam pemasaran dan customer analytics.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

151.  Siapayang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait
responsible ai dalam pemasaran dan customer analytics?

152.  Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy
yang mudah diukur?

153.  Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

154. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran
sistem?

155.  Bukti apayang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai
bahwa kontrol benar-benar bekerja?
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32. Responsible Al dalam Keuangan, Kredit, dan Fraud

Keuangan menggunakan Al pada area berdampak tinggi seperti credit scoring, fraud detection, trading,
collections, dan anti-money laundering. False positive dalam fraud detection dapat membekukan transaksi
sah; false negative dapat menimbulkan kerugian, sehingga threshold harus dikelola sebagai keputusan risiko.
Temaresponsible ai dalam keuangan, kredit, dan fraud penting karena keputusan mengenai Al selalu memuat
asumsi tentang apa yang dianggap bernilai, apa yang dianggap risiko, dan siapa yang memiliki kewenangan
untuk mengambil tindakan. Karena itu, Responsible Al tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan formal; ia
harus membentuk cara organisasi merancang, mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Credit decisions. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui hubungan
antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari performa model,
karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak proporsional atau
ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi harus
menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi. Dalam
kaitannya dengan credit decisions, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke
dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator
teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut
cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan credit decisions juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam credit decisions, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
credit decisions, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Fraud analytics. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi metrik,
test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
fraud analytics, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan fraud analytics juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
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risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam fraud analytics, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
fraud analytics, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Model governance. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah persoalan
decision rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui penggunaan
Al, siapa yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan siapa yang
memiliki wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak merasa
terlibat tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan model
governance, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan model governance juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam model governance, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
model governance, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Explainability. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi harus
diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu memiliki
solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off terlihat,
terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan
explainability, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan explainability juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam explainability, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
explainability, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan responsible ai dalam keuangan, kredit, dan fraud menunjukkan bahwa
kualitas Responsible Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas keputusan
manusia, dan lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko, melainkan
sistem yang risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional, dimonitor setelah
digunakan, dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks responsible
ai dalam keuangan, kredit, dan fraud.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

156. Siapayang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait
responsible ai dalam keuangan, kredit, dan fraud?

157.  Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy
yang mudah diukur?

158.  Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

159. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran
sistem?

160.  Bukti apayang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai
bahwa kontrol benar-benar bekerja?
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33. Responsible Al dalam Operasi, Supply Chain, dan Industri

Al operasi mengoptimalkan jadwal, persediaan, maintenance, quality control, dan jaringan logistik,
namun optimisasi sempit dapat mengurangi resilience. Algoritma yang meminimalkan persediaan dapat
menjadi rapuh saat terjadi gangguan pasokan bila resilience tidak dimasukkan sebagai objective. Tema
responsible ai dalam operasi, supply chain, dan industri penting karena keputusan mengenai Al selalu
memuat asumsi tentang apa yang dianggap bernilai, apa yang dianggap risiko, dan siapa yang memiliki
kewenangan untuk mengambil tindakan. Karena itu, Responsible Al tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan
formal; ia harus membentuk cara organisasi merancang, mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi
sistem.

Landasan Konseptual - Predictive maintenance. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui
hubungan antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari
performa model, karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak
proporsional atau ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi
harus menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi.
Dalam kaitannya dengan predictive maintenance, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang
diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder.
Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah
proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan predictive maintenance juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
‘aman’, 'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam predictive maintenance, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
predictive maintenance, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Routing. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi metrik, test
set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk mendeteksi
perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua risiko dapat
diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan proses,
pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan routing,
perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai
dengantujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial
yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan
insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan routing juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem '‘aman’, 'adil’, atau
'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan keputusan,
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threshold, exception log, dan hasilmonitoring. Evidence tersebut harus proporsionalterhadap risiko. Semakin
tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review lintas fungsi, dan
auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam routing, peningkatan satu atribut kadang mengurangi atribut
lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model tertentu,
safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan rekomendasi
yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan dikelola dengan
dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
routing, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Inventory. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah persoalan decision
rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui penggunaan Al, siapa
yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan siapa yang memiliki
wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak merasa terlibat
tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan inventory, perhatian
utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai dengan
tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang
lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif
yang tidak diinginkan.

Pengelolaan inventory juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil', atau
'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan keputusan,
threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap risiko. Semakin
tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review lintas fungsi, dan
auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam inventory, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
inventory, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Industrial safety. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi harus
diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu memiliki
solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off terlihat,
terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan industrial
safety, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar
sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan industrial safety juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam industrial safety, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
industrial safety, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan responsible ai dalam operasi, supply chain, dan industri menunjukkan
bahwa kualitas Responsible Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas
keputusan manusia, dan lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko,
melainkan sistem yang risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional,
dimonitor setelah digunakan, dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks responsible
ai dalam operasi, supply chain, dan industri.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

161. Siapayang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait
responsible ai dalam operasi, supply chain, dan industri?

162. Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy
yang mudah diukur?

163.  Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

164. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran
sistem?

165.  Bukti apayang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai
bahwa kontrol benar-benar bekerja?
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34. Responsible Al dalam Kesehatan dan Pelayanan Publik

Kesehatan dan pelayanan publik membutuhkan standar tinggi karena kegagalan dapat memengaruhi
keselamatan, hak, akses, dan keadilan. Al sebaiknya mendukung profesional, bukan menggantikan
pertimbangan klinis atau administratif tanpa jalur akuntabilitas. Tema responsible ai dalam kesehatan dan
pelayanan publik penting karena keputusan mengenai Al selalu memuat asumsi tentang apa yang dianggap
bernilai, apa yang dianggap risiko, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan. Karena
itu, Responsible Al tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan formal; ia harus membentuk cara organisasi
merancang, mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Clinical decision support. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui
hubungan antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari
performa model, karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak
proporsional atau ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi
harus menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi.
Dalam kaitannya dengan clinical decision support, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang
diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder.
Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah
proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan clinical decision support juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
‘aman’, 'adil', atau 'transparan’' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam clinical decision support, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
clinical decision support, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Triage. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi metrik, test set
yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk mendeteksi
perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua risiko dapat
diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan proses,
pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan triage,
perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai
dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial
yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan
insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan triage juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil', atau
'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan keputusan,
threshold, exception log, dan hasilmonitoring. Evidence tersebut harus proporsionalterhadap risiko. Semakin
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tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review lintas fungsi, dan
auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam triage, peningkatan satu atribut kadang mengurangi atribut
lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model tertentu,
safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan rekomendasi
yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan dikelola dengan
dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
triage, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Public services. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah persoalan
decision rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui penggunaan
Al, siapa yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan siapa yang
memiliki wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak merasa
terlibat tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan public services,
perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai
dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial
yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan
insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan public services juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam public services, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
public services, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - High-stakes oversight. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi
harus diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu
memiliki solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off
terlihat, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan
high-stakes oversight, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam
sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis
menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid
dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan high-stakes oversight juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
‘aman’, 'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam high-stakes oversight, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
high-stakes oversight, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan responsible ai dalam kesehatan dan pelayanan publik menunjukkan
bahwa kualitas Responsible Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas
keputusan manusia, dan lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko,
melainkan sistem yang risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional,
dimonitor setelah digunakan, dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks responsible
ai dalam kesehatan dan pelayanan publik.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

166. Siapayang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait
responsible ai dalam kesehatan dan pelayanan publik?

167. Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy
yang mudah diukur?

168. Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

169. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran
sistem?

170.  Bukti apayang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai
bahwa kontrol benar-benar bekerja?
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35. Responsible Al dalam Pendidikan

Al pendidikan dapat mendukung personalisasi, asesmen, tutoring, dan administrasi, tetapi juga
menimbulkan persoalan privasi, ketergantungan, integritas akademik, dan bias. Tujuan Responsible Al dalam
pendidikan bukan melarang Al, melainkan menjaga agar teknologi memperkuat pembelajaran dan agency
mahasiswa. Tema responsible ai dalam pendidikan penting karena keputusan mengenai Al selalu memuat
asumsi tentang apa yang dianggap bernilai, apa yang dianggap risiko, dan siapa yang memiliki kewenangan
untuk mengambil tindakan. Karena itu, Responsible Al tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan formal; ia
harus membentuk cara organisasi merancang, mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Adaptive learning. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui hubungan
antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari performa model,
karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak proporsional atau
ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi harus
menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi. Dalam
kaitannya dengan adaptive learning, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan
ke dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator
teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut
cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan adaptive learning juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam adaptive learning, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
adaptive learning, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Assessment. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi metrik,
test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
assessment, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan assessment juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
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risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam assessment, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
assessment, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Student privacy. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah persoalan
decision rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui penggunaan
Al, siapa yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan siapa yang
memiliki wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak merasa
terlibat tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan student privacy,
perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai
dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial
yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan
insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan student privacy juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam student privacy, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
student privacy, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Ai literacy. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi harus
diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu memiliki
solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off terlihat,
terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan Al literacy,
perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai
dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial
yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan
insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan Al literacy juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam Al literacy, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari Al
literacy, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan responsible ai dalam pendidikan menunjukkan bahwa kualitas
Responsible Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas keputusan
manusia, dan lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko, melainkan
sistem yang risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional, dimonitor setelah
digunakan, dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks responsible
ai dalam pendidikan.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

171.  Siapayang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait
responsible ai dalam pendidikan?

172.  Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy
yang mudah diukur?

173.  Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

174. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran
sistem?

175.  Bukti apayang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai
bahwa kontrol benar-benar bekerja?
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36. Procurement, Vendor, dan Third-Party Al Risk

Banyak risiko Al masuk melalui vendor, API, model foundation, dan perangkat lunak yang tidak
dikembangkan organisasi sendiri. Kontrak harus mengatur data, keamanan, perubahan model, incident
notification, audit rights, dan exit strategy. Tema procurement, vendor, dan third-party ai risk penting karena
keputusan mengenai Al selalu memuat asumsi tentang apa yang dianggap bernilai, apa yang dianggap risiko,
dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan. Karena itu, Responsible Al tidak boleh
direduksi menjadi kepatuhan formal; ia harus membentuk cara organisasi merancang, mengevaluasi,
menggunakan, dan mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Due diligence. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui hubungan
antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari performa model,
karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak proporsional atau
ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi harus
menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi. Dalam
kaitannya dengan due diligence, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke
dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator
teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut
cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan due diligence juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, ‘adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam due diligence, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
due diligence, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Contract controls. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi
metrik, test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
contract controls, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan contract controls juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
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risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam contract controls, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
contract controls, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Vendor transparency. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah
persoalan decision rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui
penggunaan Al, siapa yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan
siapa yang memiliki wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak
merasa terlibat tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan vendor
transparency, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan vendor transparency juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
'aman’, 'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam vendor transparency, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
vendor transparency, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Supply-chain risk. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi harus
diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu memiliki
solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off terlihat,
terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan supply-
chain risk, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan supply-chain risk juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam supply-chain risk, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
supply-chain risk, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan procurement, vendor, dan third-party ai risk menunjukkan bahwa kualitas
Responsible Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas keputusan
manusia, dan lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko, melainkan
sistem yang risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional, dimonitor setelah
digunakan, dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks
procurement, vendor, dan third-party ai risk.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

176. Siapayang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait
procurement, vendor, dan third-party ai risk?

177.  Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy
yang mudah diukur?

178.  Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

179. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran
sistem?

180. Bukti apayang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai
bahwa kontrol benar-benar bekerja?
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37. Audit Responsible Al dan Maturity Model

Audit menilai apakah desain governance dan control benar-benar berjalan, sedangkan maturity model
membantu organisasi melihat perjalanan dari ad hoc menuju praktik terintegrasi. Maturity tinggi berarti
Responsible Al tertanam dalam keputusan bisnis, bukan hanya menjadi proyek kepatuhan. Tema audit
responsible ai dan maturity model penting karena keputusan mengenai Al selalu memuat asumsi tentang apa
yang dianggap bernilai, apa yang dianggap risiko, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil
tindakan. Karena itu, Responsible Al tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan formal; ia harus membentuk
cara organisasi merancang, mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Audit scope. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui hubungan antara
tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari performa model, karena
model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak proporsional atau ditempatkan
dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi harus menggabungkan kualitas
teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi. Dalam kaitannya dengan audit
scope, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar
sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan audit scope juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem '‘aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam audit scope, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
audit scope, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Control testing. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi metrik,
test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
control testing, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan control testing juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
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risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam control testing, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
control testing, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Maturity levels. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah persoalan
decision rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui penggunaan
Al, siapa yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan siapa yang
memiliki wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak merasa
terlibat tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan maturity levels,
perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai
dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial
yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan
insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan maturity levels juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam maturity levels, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
maturity levels, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Continuous assurance. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi
harus diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu
memiliki solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off
terlihat, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan
continuous assurance, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam
sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis
menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid
dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan continuous assurance juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
‘aman’, 'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam continuous assurance, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
continuous assurance, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan audit responsible ai dan maturity model menunjukkan bahwa kualitas
Responsible Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas keputusan
manusia, dan lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko, melainkan
sistem yang risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional, dimonitor setelah
digunakan, dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks audit
responsible ai dan maturity model.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

181. Siapayang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait
audit responsible ai dan maturity model?

182. Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy
yang mudah diukur?

183.  Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

184. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran
sistem?

185.  Bukti apayang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai
bahwa kontrol benar-benar bekerja?
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38. Responsible Al sebagai Sumber Keunggulan Kompetitif

Responsible Al dapat menciptakan keunggulan melalui trust, pengurangan insiden, percepatan approval,
kualitas data yang lebih baik, dan kemampuan scale-up yang lebih aman. Organisasi yang memiliki
governance matang sering dapat bergerak lebih cepat karena jalur keputusan dan batas risiko sudah jelas.
Tema responsible ai sebagai sumber keunggulan kompetitif penting karena keputusan mengenai Al selalu
memuat asumsi tentang apa yang dianggap bernilai, apa yang dianggap risiko, dan siapa yang memiliki
kewenangan untuk mengambil tindakan. Karena itu, Responsible Al tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan
formal; ia harus membentuk cara organisasi merancang, mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi
sistem.

Landasan Konseptual - Trust as asset. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui hubungan
antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari performa model,
karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak proporsional atau
ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi harus
menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi. Dalam
kaitannya dengan trust as asset, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke
dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator
teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut
cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan trust as asset juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem ‘aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam trust as asset, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
trust as asset, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Innovation velocity. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi
metrik, test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
innovation velocity, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan innovation velocity juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
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keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam innovation velocity, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
innovation velocity, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Risk-adjusted value. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah persoalan
decision rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui penggunaan
Al, siapa yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan siapa yang
memiliki wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak merasa
terlibat tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan risk-adjusted
value, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar
sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan risk-adjusted value juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam risk-adjusted value, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
risk-adjusted value, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Reputation. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi harus
diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu memiliki
solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off terlihat,
terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan
reputation, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan reputation juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam reputation, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
reputation, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan responsible ai sebagai sumber keunggulan kompetitif menunjukkan
bahwa kualitas Responsible Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas
keputusan manusia, dan lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko,
melainkan sistem yang risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional,
dimonitor setelah digunakan, dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks responsible
ai sebagai sumber keunggulan kompetitif.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

186. Siapayang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait
responsible ai sebagai sumber keunggulan kompetitif?

187. Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy
yang mudah diukur?

188.  Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

189. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran
sistem?

190. Bukti apayang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai
bahwa kontrol benar-benar bekerja?
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39. Kompetensi Responsible Al untuk Mahasiswa dan Pemimpin

Pemimpin masa depan perlu memahami konsep teknis secukupnya untuk menilai risiko, berkomunikasi
dengan ahli, dan mengambil keputusan lintas fungsi. Kemampuan bertanya 'data apa, tujuan apa, siapa
terdampak, bagaimana salahnya diketahui, dan siapa bertanggung jawab?' menjadi kompetensi manajerial
inti. Tema kompetensi responsible ai untuk mahasiswa dan pemimpin penting karena keputusan mengenai Al
selalu memuat asumsi tentang apa yang dianggap bernilai, apa yang dianggap risiko, dan siapa yang memiliki
kewenangan untuk mengambil tindakan. Karena itu, Responsible Al tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan
formal; ia harus membentuk cara organisasi merancang, mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi
sistem.

Landasan Konseptual - Ai literacy. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui hubungan antara
tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari performa model, karena
model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak proporsional atau ditempatkan
dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi harus menggabungkan kualitas
teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi. Dalam kaitannya dengan Al
literacy, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar
sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan Al literacy juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam Al literacy, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari Al
literacy, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Critical thinking. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi
metrik, test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
critical thinking, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan critical thinking juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
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keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam critical thinking, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
critical thinking, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Ethics. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah persoalan decision
rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui penggunaan Al, siapa
yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan siapa yang memiliki
wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak merasa terlibat
tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan ethics, perhatian utama
adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan
organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih
luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang
tidak diinginkan.

Pengelolaan ethics juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’, atau
'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan keputusan,
threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap risiko. Semakin
tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review lintas fungsi, dan
auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam ethics, peningkatan satu atribut kadang mengurangi atribut
lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model tertentu,
safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan rekomendasi
yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan dikelola dengan
dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
ethics, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Governance literacy. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi harus
diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu memiliki
solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off terlihat,
terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan
governance literacy, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan governance literacy juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam governance literacy, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
governance literacy, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan kompetensi responsible ai untuk mahasiswa dan pemimpin menunjukkan
bahwa kualitas Responsible Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses organisasi, kualitas
keputusan manusia, dan lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan sistem tanpa risiko,
melainkan sistem yang risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara proporsional,
dimonitor setelah digunakan, dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks kompetensi
responsible ai untuk mahasiswa dan pemimpin.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

191. Siapayang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait
kompetensi responsible ai untuk mahasiswa dan pemimpin?

192.  Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy
yang mudah diukur?

193. Apa kegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

194. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran
sistem?

195.  Bukti apayang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai
bahwa kontrol benar-benar bekerja?
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40. Masa Depan Responsible Al: Dari Compliance ke Responsible
Innovation

Masa depan Responsible Al bergerak dari kepatuhan reaktif menuju desain inovasi yang sejak awal
memasukkan safety, rights, resilience, dan accountability. Responsible innovation mengintegrasikan kontrol
ke dalam product lifecycle sehingga governance tidak hadir terlambat setelah sistem sudah terlanjur
digunakan. Tema masa depan responsible ai: dari compliance ke responsible innovation penting karena
keputusan mengenai Al selalu memuat asumsi tentang apa yang dianggap bernilai, apa yang dianggap risiko,
dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan. Karena itu, Responsible Al tidak boleh
direduksi menjadi kepatuhan formal; ia harus membentuk cara organisasi merancang, mengevaluasi,
menggunakan, dan mengawasi sistem.

Landasan Konseptual - Responsible-by-design. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui
hubungan antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari
performa model, karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak
proporsional atau ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi
harus menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi.
Dalam kaitannya dengan responsible-by-design, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang
diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder.
Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah
proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan responsible-by-design juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
'aman’, 'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam responsible-by-design, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
responsible-by-design, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Continuous assurance. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi
metrik, test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
continuous assurance, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam
sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis
menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid
dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan continuous assurance juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
‘aman’, 'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam continuous assurance, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
continuous assurance, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Adaptive governance. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah
persoalan decision rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui
penggunaan Al, siapa yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan
siapa yang memiliki wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak
merasa terlibat tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan adaptive
governance, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan adaptive governance juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
'aman’, 'adil', atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam adaptive governance, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
adaptive governance, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Innovation ecosystem. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi
harus diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu
memiliki solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off
terlihat, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan
innovation ecosystem, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam
sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis
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menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid
dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan innovation ecosystem juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
‘aman’, 'adil', atau 'transparan’' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam innovation ecosystem, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yangtidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
innovation ecosystem, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan masa depan responsible ai: dari compliance ke responsible innovation
menunjukkan bahwa kualitas Responsible Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses
organisasi, kualitas keputusan manusia, dan lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan
sistem tanpa risiko, melainkan sistem yang risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara
proporsional, dimonitor setelah digunakan, dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks masa depan
responsible ai: dari compliance ke responsible innovation.

o |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

196. Siapayang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait
masa depan responsible ai: dari compliance ke responsible innovation?

197. Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy
yang mudah diukur?

198. Apakegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

199. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran
sistem?

200. Bukti apayang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai
bahwa kontrol benar-benar bekerja?
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41. Studi Kasus Integratif: Implementasi Responsible Al di Organisasi

Implementasiyang berhasil membutuhkan kombinasi kebijakan, struktur, proses, teknologi, kompetensi,
dan budaya. Sebuah organisasi dapat memulai dari inventory, mengklasifikasikan use case, memilih pilot
berisiko menengah, membangun kontrol, lalu memperluas governance berdasarkan pembelajaran. Tema
studi kasus integratif: implementasi responsible ai di organisasi penting karena keputusan mengenai Al selalu
memuat asumsi tentang apa yang dianggap bernilai, apa yang dianggap risiko, dan siapa yang memiliki
kewenangan untuk mengambil tindakan. Karena itu, Responsible Al tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan
formal; ia harus membentuk cara organisasi merancang, mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi
sistem.

Landasan Konseptual - Fase diagnhosis. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui hubungan
antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari performa model,
karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak proporsional atau
ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi harus
menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi. Dalam
kaitannya dengan fase diagnosis, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke
dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator
teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut
cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan fase diagnosis juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, ‘adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam fase diagnosis, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
fase diagnosis, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Pilot governance. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi
metrik, test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
pilot governance, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan pilot governance juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
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keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam pilot governance, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
pilot governance, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Scale-up. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah persoalan decision
rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui penggunaan Al, siapa
yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan siapa yang memiliki
wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak merasa terlibat
tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan scale-up, perhatian
utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-benar sesuai dengan
tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang
lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif
yang tidak diinginkan.

Pengelolaan scale-up juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil', atau
'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan keputusan,
threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsionalterhadap risiko. Semakin
tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review lintas fungsi, dan
auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam scale-up, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
scale-up, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Metrics and learning. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi harus
diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu memiliki
solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off terlihat,
terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan metrics
and learning, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem benar-
benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi proxy bagi
konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan apakah ia
menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan metrics and learning juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem'aman’,
'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam metrics and learning, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
metrics and learning, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan studi kasus integratif: implementasi responsible ai di organisasi
menunjukkan bahwa kualitas Responsible Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses
organisasi, kualitas keputusan manusia, dan lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan
sistem tanpa risiko, melainkan sistem yang risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara
proporsional, dimonitor setelah digunakan, dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks studi kasus
integratif: implementasi responsible ai di organisasi.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

201. Siapayang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait
studi kasus integratif: implementasi responsible ai di organisasi?

202. Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy
yang mudah diukur?

203. Apakegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

204. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran
sistem?

205. Bukti apayang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai
bahwa kontrol benar-benar bekerja?

129



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Apa itu Responsible Al

42. Penutup: Al yang Bertanggung Jawab sebagai Kontrak Sosial Digital

Responsible Al pada akhirnya adalah upaya mempertahankan legitimasi penggunaan kecerdasan mesin
ditengah masyarakat yang semakin terdigitalisasi. Al yang bertanggung jawab bukan tujuan statis, melainkan
praktik terus-menerus untuk menyeimbangkan inovasi, manfaat, risiko, hak, dan tanggung jawab. Tema
penutup: ai yang bertanggung jawab sebagai kontrak sosial digital penting karena keputusan mengenai Al
selalu memuat asumsi tentang apa yang dianggap bernilai, apa yang dianggap risiko, dan siapa yang memiliki
kewenangan untuk mengambil tindakan. Karena itu, Responsible Al tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan
formal; ia harus membentuk cara organisasi merancang, mengevaluasi, menggunakan, dan mengawasi
sistem.

Landasan Konseptual - Human dignity. Secara konseptual, tema ini perlu dipahami melalui hubungan
antara tujuan sistem dan nilai yang dilindungi. Responsible Al tidak dapat dinilai hanya dari performa model,
karena model yang sangat akurat sekalipun dapat digunakan untuk tujuan yang tidak proporsional atau
ditempatkan dalam proses yang menghasilkan dampak tidak adil. Oleh sebab itu, evaluasi harus
menggabungkan kualitas teknis, legitimasi tujuan, konteks penggunaan, dan distribusi konsekuensi. Dalam
kaitannya dengan human dignity, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke
dalam sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator
teknis menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut
cukup valid dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan human dignity juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’, 'adil’,
atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam human dignity, peningkatan satu atribut kadang mengurangi
atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi pemilihan model
tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat menghasilkan
rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya terlihat dan
dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
human dignity, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Teknis - Institutional trust. Dari sisi teknis, penerapan Responsible Al memerlukan definisi
metrik, test set yang representatif, dokumentasi, logging, access control, monitoring, serta prosedur untuk
mendeteksi perubahan performa. Kontrol teknis harus terkait dengan failure mode yang nyata. Tidak semua
risiko dapat diselesaikan dengan menambah data atau mengganti model; sebagian membutuhkan perubahan
proses, pembatasan penggunaan, atau keputusan untuk tidak mengotomatisasi. Dalam kaitannya dengan
institutional trust, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan institutional trust juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem 'aman’,
'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian, catatan
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keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional terhadap
risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen, review
lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam institutional trust, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
institutional trust, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Manajerial - Shared accountability. Dari perspektif manajemen, Responsible Al adalah
persoalan decision rights dan risk ownership. Organisasi perlu menentukan siapa yang boleh menyetujui
penggunaan Al, siapa yang memvalidasi, siapa yang memonitor, siapa yang menerima laporan insiden, dan
siapa yang memiliki wewenang menghentikan sistem. Kejelasan peran mencegah situasi ketika semua pihak
merasa terlibat tetapi tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan shared
accountability, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam sistem
benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis menjadi
proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid dan
apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.

Pengelolaan shared accountability juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
‘aman’, 'adil', atau 'transparan’' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam shared accountability, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
shared accountability, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Perspektif Etika dan Sosial - Long-term stewardship. Dimensi etika muncul ketika efisiensi atau akurasi
harus diseimbangkan dengan hak, fairness, autonomy, dignity, dan dampak sosial. Konflik nilai tidak selalu
memiliki solusi matematis tunggal. Organisasi harus memiliki proses deliberatif yang membuat trade-off
terlihat, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dalam kaitannya dengan
long-term stewardship, perhatian utama adalah memastikan bahwa tujuan yang diterjemahkan ke dalam
sistem benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder. Ketika indikator teknis
menjadi proxy bagi konsep sosial yang lebih luas, perancang perlu menguji apakah proxy tersebut cukup valid
dan apakah ia menciptakan insentif yang tidak diinginkan.
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Pengelolaan long-term stewardship juga membutuhkan evidence. Pernyataan bahwa sebuah sistem
‘aman’, 'adil’, atau 'transparan' tidak cukup bila tidak didukung bukti berupa dokumentasi, hasil pengujian,
catatan keputusan, threshold, exception log, dan hasil monitoring. Evidence tersebut harus proporsional
terhadap risiko. Semakin tinggi konsekuensi kesalahan, semakin besar kebutuhan untuk validasi independen,
review lintas fungsi, dan auditability.

Trade-off perlu diakui secara eksplisit. Dalam long-term stewardship, peningkatan satu atribut kadang
mengurangi atribut lain: privacy dapat mengurangi ketersediaan data, explainability dapat membatasi
pemilihan model tertentu, safety control dapat menambah latency, dan fairness metric yang berbeda dapat
menghasilkan rekomendasi yang tidak identik. Responsible Al tidak menghapus trade-off, tetapi membuatnya
terlihat dan dikelola dengan dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dimensi manusia tetap sentral. Pengguna dapat salah memahami confidence score, terlalu percaya pada
rekomendasi mesin, atau mengembangkan workaround ketika sistem mengganggu pekerjaan. Oleh karena
itu, desain antarmuka, pelatihan, kewenangan override, serta mekanisme feedback merupakan bagian dari
long-term stewardship, bukan aspek tambahan di luar sistem Al.

Secara integratif, pembahasan penutup: ai yang bertanggung jawab sebagai kontrak sosial digital
menunjukkan bahwa kualitas Responsible Al ditentukan oleh hubungan antara desain teknis, proses
organisasi, kualitas keputusan manusia, dan lingkungan institusional. Sistem yang bertanggung jawab bukan
sistem tanpa risiko, melainkan sistem yang risikonya dikenali, diukur sejauh mungkin, dikendalikan secara
proporsional, dimonitor setelah digunakan, dan memiliki pemilik yang jelas ketika masalah terjadi.

Kerangka Praktis

e Tentukan tujuan penggunaan Al dan batas penggunaan yang dapat diterima dalam konteks penutup: ai
yang bertanggung jawab sebagai kontrak sosial digital.

e |dentifikasi stakeholder, potensi manfaat, potensi harm, serta pihak yang paling rentan terhadap
kesalahan.

e Tentukan data, model, metrik, threshold, serta asumsi yang harus diuji dan didokumentasikan.

e Pilih kontrol preventif, detective, dan corrective sesuai materialitas risiko.

e Pastikan ownership, approval authority, monitoring, escalation, incident response, dan mekanisme
penghentian sistem.

e Simpan evidence agar keputusan dapat direkonstruksi dan diaudit.

Pertanyaan Reflektif untuk Manajemen

206. Siapayang paling memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko dari keputusan terkait
penutup: ai yang bertanggung jawab sebagai kontrak sosial digital?

207. Apakah indikator yang dioptimalkan Al benar-benar mewakili tujuan organisasi, atau hanya proxy
yang mudah diukur?

208. Apakegagalan paling serius yang mungkin terjadi dan bagaimana organisasi akan mengetahuinya?

209. Kapan manusia harus dapat meninjau, menolak, membatalkan, atau menghentikan keluaran
sistem?

210. Bukti apayang harus tersedia agar pimpinan, auditor, regulator, atau stakeholder dapat menilai
bahwa kontrol benar-benar bekerja?
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Kerangka Implementasi Responsible Al: Dari Prinsip ke Operating Model

Responsible Al yang efektif membutuhkan operating model yang menghubungkan strategi, governance,
risk management, engineering, legal, compliance, security, privacy, procurement, HR, audit, dan bisnis.
Model operasi tersebut harus cukup sederhana agar dapat dijalankan, tetapi cukup kuat untuk membedakan
use case berisiko rendah dari use case yang dapat menimbulkan dampak serius.

Langkah pertama adalah menetapkan Al principles dan risk appetite. Principles menjelaskan nilai yang
dijunjung, sedangkan risk appetite menentukan seberapa besar risiko yang dapat diterima dalam kategori
tertentu. Misalnya, toleransi terhadap hallucination pada brainstorming internal mungkin relatif lebih besar
dibanding chatbot yang memberi instruksi keselamatan atau rekomendasi klinis.

Langkah kedua adalah membangun inventory. Inventory sebaiknya mencatat owner, vendor, model, versi,
tujuan, pengguna, data, integrasi, tingkat otonomi, kelompok terdampak, dan status lifecycle. Dengan
inventory, organisasi dapat melihat concentration risk, shadow Al, duplikasi solusi, dan dependency terhadap
provider tertentu.

Langkah ketiga adalah risk tiering. Kriteria dapat mencakup dampak terhadap hak, keselamatan,
keuangan, pekerjaan, kesehatan, reputasi, skala pengguna, sensitivitas data, tingkat otonomi, reversibility
keputusan, serta kemampuan manusia untuk mendeteksi kesalahan. Risk tier menentukan kedalaman review
dan evidence yang diperlukan.

Langkah keempat adalah lifecycle gates. Sebelum development, use case dinilai; sebelum pilot, data dan
desain diuji; sebelum deployment, validasi dan security review dilakukan; setelah deployment, monitoring
dan incident management berjalan; pada akhir lifecycle, model dipensiunkan dan akses data ditutup secara
terkendali.

Langkah kelima adalah assurance. Assurance dapat meliputi testing internal, independent validation,
red-teaming, audit, penetration testing, fairness analysis, privacy review, legal review, dan user testing. Tujuan
assurance bukan mencari kesempurnaan, melainkan meningkatkan confidence bahwa kontrol bekerja sesuai
konteks.

Langkah keenam adalah continuous monitoring. Organisasi perlu menentukan indikator teknis dan bisnis,
threshold alarm, frekuensi review, serta trigger untuk revalidation. Monitoring harus mencakup performa,
drift, complaint, override rate, error severity, incident, security signals, dan perubahan vendor.

Langkah ketujuh adalah learning loop. Setiap insiden, near miss, audit finding, perubahan regulasi, dan
umpan balik pengguna menjadi input bagi perbaikan kebijakan, kontrol, data, model, dan pelatihan. Dengan
learning loop, Responsible Al berkembang sebagai kemampuan organisasi, bukan proyek satu kali.

Matriks Ringkas Prinsip Responsible Al

Prinsip

Pertanyaan Kunci

Contoh Evidence

Contoh Kontrol

Validitas & Reliabilitas

Apakah model mengukur dan
bekerja sesuai tujuan?

validation report, calibration,
benchmark

independent validation, re-
test

kapan dan bagaimana Al
digunakan?

Fairness Apakah dampak tidak adil group metrics, bias analysis data review, threshold policy,
telah diidentifikasi dan human review
dikelola?

Transparansi Apakah pihak terkait tahu disclosure, system user notice, logging,

documentation

traceability
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Explainability Apakah keputusan dapat explanation tests, model interpretable model, local
dipahami pada tingkat yang interpretation explanation
diperlukan?

Privacy Apakah penggunaan data data map, privacy minimization, access control,
proporsional dan terlindungi? assessment PETs

Safety & Security Apakah sistem tahan threat model, red-team report | guardrails, sandboxing,

terhadap error dan serangan?

security controls

Accountability

Siapa bertanggung jawab atas
keputusan dan insiden?

RACI, approval log

owner, escalation, audit trail

Human Oversight

Apakah manusia memiliki
kapasitas dan kewenangan
untuk mengintervensi?

override logs, training records

review gate, kill switch,
escalation
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Glossarium
Accountability. Kewajiban individu atau organisasi untuk bertanggung jawab atas keputusan, proses, dan
dampak sistem Al.

Al assurance. Kumpulan aktivitas untuk memberikan keyakinan berbasis bukti bahwa sistem Al memenuhi
persyaratan tertentu.

Al governance. Struktur, peran, kebijakan, proses, dan kontrol yang mengarahkan penggunaan Al secara
bertanggung jawab.

Al impact assessment. Penilaian sistematis terhadap tujuan, manfaat, risiko, stakeholder, hak, dan
dampak potensial sebelum atau selama penggunaan Al.

Al inventory. Daftar terkelola mengenai model, aplikasi, layanan, vendor, owner, dan use case Al dalam
organisasi.

Al lifecycle. Tahapan dari ide, desain, data, development, testing, deployment, monitoring, hingga
retirement.

Al risk appetite. Tingkat dan jenis risiko Al yang bersedia diterima organisasi dalam mengejar tujuan.

Algorithmic bias. Pola kesalahan atau ketidakadilan sistematis yang berasal dari data, model, desain, atau
konteks penggunaan.

Audit trail. Catatan yang memungkinkan rekonstruksi keputusan, perubahan, akses, dan tindakan pada
sistem.

Automation bias. Kecenderungan manusia terlalu mempercayai rekomendasi otomatis.
Calibration. Keselarasan antara tingkat confidence model dan frekuensi kebenaran aktual.

Contestability. Kemampuan pihak terdampak untuk mempertanyakan atau menantang keputusan yang
dibantu Al.

Data drift. Perubahan distribusi data input dibanding kondisi ketika model dikembangkan atau divalidasi.

Data governance. Pengaturan kualitas, kepemilikan, akses, lineage, keamanan, penggunaan, dan lifecycle
data.

Data lineage. Rekam jejak asal, transformasi, perpindahan, dan penggunaan data.

Datasheet for datasets. Dokumentasi terstruktur mengenai motivasi, komposisi, pengumpulan,
preprocessing, penggunaan, dan batas dataset.

Explainability. Kemampuan menyediakan alasan atau representasi yang membantu manusia memahami
keluaran atau perilaku Al.

Fairness. Konsep untuk menilai dan mengelola perlakuan atau dampak yang adil terhadap individu atau
kelompok.

Foundation model. Model skala besar yang dilatih pada data luas dan dapat diadaptasi untuk banyak tugas.
Generative Al. Al yang menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, audio, video, atau kode.

Guardrail. Pembatas teknis atau prosedural untuk mengurangi perilaku, output, atau tindakan yang tidak
diinginkan.

Hallucination. Keluaran generative Al yang terdengar meyakinkan tetapi tidak didukung fakta atau sumber
yang memadai.

Harm. Dampak negatif yang dapat bersifat fisik, psikologis, finansial, sosial, hukum, reputasi, atau hak.

135



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Apa itu Responsible Al

Human-in-the-loop. Desain di mana manusia terlibat secara aktif pada titik keputusan tertentu.

Human-on-the-loop. Desain di mana sistem berjalan otomatis tetapi manusia memonitor dan dapat
mengintervensi.

Interpretability. Derajat di mana mekanisme atau hubungan internal model dapat dipahami oleh manusia.

Model card. Dokumentasi mengenai tujuan, performa, batas, penggunaan yang dimaksud, dan
pertimbangan etis suatu model.

Model drift. Perubahan hubungan antara input, target, dan performa model setelah deployment.

Model risk. Risiko kerugian atau keputusan buruk akibat kesalahan, misuse, asumsi keliru, atau
keterbatasan model.

Promptinjection. Serangan atau input yang mencoba mengubah instruksi sistem Al generatif agar
melakukan tindakan yang tidak diinginkan.

Privacy-enhancing technologies. Teknologi yang membantu menggunakan atau menganalisis data sambil
mengurangi paparan informasi pribadi.

Red teaming. Pengujian adversarial yang secara aktif mencari failure mode, misuse, dan kerentanan.
Residual risk. Risiko yang tersisa setelah kontrol diterapkan.

Responsible Al. Pendekatan untuk merancang, mengembangkan, menggunakan, dan mengawasi Al secara
selaras dengan nilai, hak, keselamatan, tujuan sah, dan akuntabilitas.

Risk tiering. Pengelompokan use case Al berdasarkan tingkat risiko untuk menentukan kedalaman kontrol
dan review.

Robustness. Kemampuan sistem mempertahankan performa yang memadai ketika input atau kondisi
berubah.

Safety. Kemampuan sistem menghindari atau meminimalkan bahaya yang tidak dapat diterima.
Security. Perlindungan sistem dan data dari akses, serangan, manipulasi, atau eksfiltrasi yang tidak sah.

System card. Dokumentasi pada tingkat sistem yang menjelaskan kemampuan, batas, evaluasi,
deployment, dan safety consideration.

Traceability. Kemampuan menelusuri data, model, versi, keputusan, serta perubahan sepanjang lifecycle.

Transparency. Ketersediaan informasi yang relevan tentang sistem Al, tujuan, penggunaan, batas, dan
pihak yang bertanggung jawab.

Trustworthy Al. Al yang layak dipercaya berdasarkan karakteristik seperti valid, reliable, safe, secure,
accountable, transparent, explainable, privacy-enhanced, dan fair.

Validation. Evaluasi independen atau terstruktur untuk menilai apakah model sesuai tujuan dan memenuhi
persyaratan.
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